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ABSTRACT
 

Feasibility Analysis of Community Empowennent Self-Management as a Method 
of Good and Services Procurement (Studi on Distribution of Support to Fanners 

Model of the Contractual and Agricultural Social Assistance) 

Eko Budi Santoso 

Universitas Terbuka 

ekonunukan@gmail.com 

Keyword:	 The Public Procurement, Budget Utilization Efficiency and 
Effectiveness. Agricultural Social Assistance, Contractual 
Procurement, Community Empowennent 

This research aims to anaylize on efficiency and effectiveness used of 
budget of distribution support to fanners model of the contractual and 
Agricultural Social Assistance. This research is to study the need for Community 
Empowennent Self-Management as a new method of goods and services 
procurement. Locus has been researched was the Department of Agriculture and 
Cattle District Nunukan within 5 (five) years from fiscal year 2008 to 2012. The 
method used in this research is descriptive quantitative benchmarking techniques. 
The used data werw primary and secondary data. Primary data obtioned through 
interviews using questionaires and interview guides. Secondary data was obtained 
through a review of document related to research focus. 

The result showed that the Agricultural Social Assistance better than 
contractual for distribution of support to fanners, because getting the value of 
efficiency and effectiveness of budget utilization 82,29%, compared the 
contractual of 52,79%. Agricultural Social Assistance budget utilization 
efficiency scores 95,40%, better than 75,61% contractual procurement method. 
Excellence in Agricultural Social Assistance budget utilization efficiency seen in 
the use of funds and simplicity of the process, while the contractual method 
superior to the used of time. Agricultural Social Assistance effective use budget 
score 69,18%, better than 29,96% of contractual method. In the tenns of effective 
use budget, Agricultural Social Assistance excel in stakeholder, suitability and 
flexibility needs of the time, while the contractual method superior to the control 
and lower potential irregularities. With the method of Agricultural Social 
Assistance worthy alternative method {)f procurement of g~s and servWes in the 
addition to the new self-management method with the name of self-managed 
community development take the good things that exist in the mechanism of 
Social Assistance and self-management by agriculture society, as users of money 
transfer mechanism, dose not require the involvement of a third party, do not 
require commite procurement or procurement official, do not need to pay taxes, 
pre-delivery preparation detail aid, the division of the task team, the time of 
completion of work, sense of responbility Budget User, Assistant Budget User or 
Commiting Officer (PAlKPNPPK), how disbursement and utilization of funds, 
reporting progress of work and delivery of the work 
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ABSTRAK 

Analisis Kelayakan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Metode
 
Pengadaan Barang dan lasa (Studi Pada Carn Penyaluran Bantuan Kepada Petani
 

Model Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian)
 

Eko Budi Santoso 

Univel'llitas Terbuka 

ekonunukanlWgmail.com 

Kata kooci : Pengadaan Barang dan lasa, Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan 
Anggaran, Bantuan Sosial Pertanian, Kontraktual, Pemberdayaan 
Masyarakat 

Penelitian ini bertujuan ootuk: menganalisis penyaluran bantuan kepada 
petani model kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian terhadap efisiensi dan 
efektivitas pemanfaatan anggaran. Penelitian ini ootuk: mempelajari perlooya 
SwakeIola Pemberdayaan Masyarakat sebagai metode barn pengadaan barang dan 
jasa. Lokus penelitian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 
Kabupaten Nooukan dalam kurun waktu selama 5 (lima) taboo dari taboo 
anggaran 2008 sampai dengan 2012. Metode yang digooakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pembandingan. Data yang digooakan 
adalah data primer dan sekooder. Data primer diperoleh melalui kuestioner dan 
wawancara menggooakan pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh melalui 
teIaah dokumen yang berhuboogan dengan fokus penelitian. 

Hasil penelitian menoojukkan bahwa efisiensi dan efektivitas 
pernanfaatan anggaran Bantuan Sosial Pertanian lebih baik daripada kontraktual 
sebagai earn penyaluran bantuan kepada petani, karena mendapatkan nilai 82,29% 
dibandingkan kontraktual 52,79%. Bantuan Sosial Pertanian mendapatkan nilai 
efisiensi pemanfaatan anggaran 95,40010, Iebih baik dibandingkan kontraktual 
75,61 %. Keooggulan Bantuan Sosial Pertanian dalam efisiensi pemanfaatan 
anggaran terlihat pada penggooaan dana dan kesederhanaan proses, sementara 
kontraktual ooggul pada penggooaan waktu. Bantuan Sosial Pertanian juga 
mendapatkan nilai efektifitas pemanfaatan anggaran 69,18%, lebih baik 
dibandingkan kontraktual 29,96%. Dalam hal efektivitas pemanfaatan anggaran 
Bantuan Sosial Pertanian unggul pada keterlibatan para pihak, kesesuaian 
kebutuhan dan fleksibilitas waktu, sedangkan kontraktual unggul pada perangkat 
pengawasan dan lebih rendahnya potensi penyimpangan. Dengan demikian, 
Bantuan Sosial Pertanian layak dijadikan altematif metode pengadaan barang dan 
jasa barn selain metode swakelola dengan nama swakelola pemberdayaan 
masyarakat yang memiliki kelebihan dalam mekanisme Bantuan Sosial Pertanian 
dan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat, seperti penggunaan mekanisme 
transfer uang, tidak memerlukan keterlibatan pihak ketiga, tidak memerlukan 
panitialpejabat pengadaan, tidak perlu membayar pajak, detail persiapan pm 
penyaluran bantuan, adanya pembagian tugas tim, waktu penyelesaian pekerjaan, 
tanggung jawab PNKPA!PPK, earn pencairan dana dan penggooaan dana, 
pelaporan kemajuan pekerjaan serta penyerahan hasil pekerjaan. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kebijakan Publik. 

Suhamo (20 I0:22-23) mengutip Anderson (1979) mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan dan dirumuskan oleh 

instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah. Widodo (2012:5) 

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah salah satu bentuk pengaturan 

masyarakat atau social control untuk mencapai tujuan tertentu yang dinilai 

dari dua segi, yaitu : memberikan jaminan yang lebih baik dalam mencapai 

tujuan atau dapat mengurangi pembatasan yang menghambat dan tanpa 

mengganggu orang lain. Selanjutnya Widodo (2012:28) juga menyebutkan 

bahwa kebijakan pertanian adalah kegiatan untuk masyarakat umum atau 

public action yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kesempatan 

ekonomi petani dan kehidupan pedesaan. 

Tujuan kebijakan publik menurut Tjahjan (2006) dalam Witaradya 

(20 I0) adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang berta/ian 

public goods (barang publik) maupun public service (pelayanan publik). 

Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan publik untuk meningkatkan kualitas 

hidup, baik fisik maupun non fisiko 

Sundarso et al (20 I0:8.11) menyatakan bahwa proses pembuatan 

kebijakan publik adalah menyangkut penentuan agenda kebijakan, 

pengumpulan informasi yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan. 

kompromi dan negosiasi di antara pelaku kebijakan dan mengesahkan 

kebijakan setelah kompromi dicapai. Secara sederhana Wibawa (2012:32) 
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mengatakan bahwa tahap-tahap manaJemen pemerintahan mencakup 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. 

2. Kebijakan Publik yang Baik. 

Menurut Susilo (2012) suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang ada di masyarakat dan untuk itu diperlukan kebijakan 

yang komprehensif. Kebanyakan kebijakan publik yang dilahirkan terkesan 

sepertinya kebijakan tersebut sekedar doing something bukannya problem 

solving. Tujuan utarna penyelenggaraan pemerintahan adalah menciptakan 

kesejahteraan masyarakat bukan membangun negara korporasi maupun 

negara aparatur. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan harus didukung 

oleh kebijakan publik pro rakyat, artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah harus berdasarkan keinginan masyarakat dan bisa 

menye1esaikan masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan publik dan 

implementasi kebijakan publik harus sejalan dengan arus utama kepentingan 

publik (public mission) bukan berdasarkan keinginan e1it. Tapi kenyataannya 

para pejabat publik dan birokrat hanya sekedar menjalankan kebijakan

kebijakan yang diputuskan oleh para elit. 

Menurut Nugroho (2008:50-51) kebijakan publik yang baik adalah 

kebijakan publik yang melayani publik. Kebijakan publik yang baik harus 

memenuhi beberapa syarat, yaitu melibatkan publik dalarn segala tahap, 

realistik, transparan, jelas tolok ukur keberhasi1annya., jelas target atau 

sasarannya, je1as dasar hukumnya dan tidak bertentangan atau tumpang tindih 

antar kebijakan. Sedangkan Wibawa (2012:35) mengutip pemyataan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa norma mengelola 
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urusan publik adalah partisipasi, rule of law, transparan, responsiveness, 

orientasi konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan 

visi strategik. 

Selanjutnya Wibawa (2012:55-62) mengatakan bahwa tugas pemerintah 

adalah memberikan pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan tersebut adalah : 

(a.) kepentingan umum, melayani sudah barang tentu berorientasi pada yang 

dilayani; (b.) kepastian hukum, tunduk-patuh kepada aturan; (c.) kesarnaan 

hak, semua orang diperlakukan sarna, pengecualian hanya diberikan jika 

memang aturan membolehkannya; (d.) keseimbangan antara hak dan 

kewajiban; (e.) profesional; (f.) partisipatif, dengan melibatkan semua pihak: 

(g.) persarnaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h.) terbuka, tidak ada yang 

ditutup-tutupi; (i.) akuntabel; (j.) perlakuan khusus bagi yang lemah; (k.) tepat 

waktu; (1.) cepat, mudah, teljangkau. 

Susilo (2012) mengatakan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan 

baik, maka kebijakan seharusnya : (a.) dirancang sesuai dengan kerangka 

acuan dan teori yang kuat; (b.) disusun korelasi yang je1as antara kebijakan 

dan implementasinya; (c.) Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir 

pelaksanaan kebijakan, sehingga proses implementasi dapat beljalan baik; 

(d.) dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sarnpai organisasi 

pelaksana tingkat bawah (street level bureaucracy); (e.) dilakukan 

pemantauan secara terns menerus (monitoring). (f.) Diberi bobot yang 

sarna penting antara kebijakan dan implementasinya. sehingga antara 

kebijakan dengan implementasinya tidak teljadi kesenjangan yang 

menyulitkan dalarn pelaksanaannya. 
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Selain itu ada dua kemungkinan kegagalan suatu kebijakan : 

(a.) tidak terimplementasi, maksudnya suatu kebijakan tidak dilaksanakan 

sesuai rencana, alau karena pelaksananya tidak menguasai permasalahan; 

(b.) implementasi yang tidak berhasil, biasanya teJjadi manakala suatu 

kebijakan telah dilaksanakan sesuai reneana, namun kondisi eksternal 

ternyala tidak menguntungkan (Susilo, 2012). 

3. Implementasi Kebijakan Publik. 

Suharno (20 I0: 187) mengatakan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan hal terpenting dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, di antaranya 

pertimbangan pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana 

kebijakan serta perilaku sasaran. Mengutip Chemma dan Rondinelli (1983), 

Suharno (20 I0: 196) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, somber daya 

organisasi untuk implementasi kebijakan serta karakteristik dan kemampuan 

agen pelaksana. 

Pertanian adalah kombinasi dari faktor ekonomi, fisik, biologi dan 

sebagainya yang selalu mengalami inelastis dan lag dalam produksi dan land 

based, sehingga mempunyai resiko tinggi karena euaca, penyakit, hama dan 

harga. Oleh karena itu kebijakan publik sektor pertanian diarahkan untuk 

meningkatkan efisiensi pasar domestik, pasar ekspor, pembatasan luas tanam, 

subsidi dan tarif ekspor (Widodo, 2012:117). 

Dalam upaya menyelaraskan kebijakan publik pada sektor pertanian 

diperlukan kebijakan yang dapat memahami sektor pertanian sebagai hal yang 
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berbeda dari pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan atau gedung. 

Pola usaha tani memiliki logika sendiri terkait cuaca dan musim, sehingga 

usaha budidaya pertanian tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu (Widodo, 

2012:114). Keterlambatan pengadaan benih tahun 2011 dan tahun 2012, 

karena pengadaan yang berlarut-Iarut menyebabkan banyak daerah 

mengalami keterlambatan memulai musim tanam adalah contoh musim tanam 

yang tidak bisa mengikuti logika pengadaan barang/jasa pemerintah. Akibat 

selanjutnya adalah terganggunya ketahanan pangan. 

Hal ini teIjadi karena pola pengadaan yang tidak mendukung pola 

musim pada pertanian. Kekacauan karena keterlambatan penyediaan benih 

teIjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diberitakan 

Tribunnews.com tanggal 14 September 2012, di Kabupaten Boyolali yang 

diberitakan Harianjogja.com tanggal 3 September 2012, atau di Kabupaten 

Muara Enim sebagaimana berita Kabarserasan.com tanggal 12 September 

2012, sehingga karena seringnya teIjadi keterlambatan ini Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan meminta pemerintah pusat mengubah pola 

pengadaan benih dari pola tender (kontraktual) menjadi Bantuan Sosial 

sebagaimana pemberitaan Indonesiafinancetoday.com tanggal 29 Agustus 

2012. 

4. Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 

Saat ini sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang telah 

disempurnakan melalui Perubahan Kedua dengan Perpres Nomor 70 Tahun 

2012. Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa 
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Pemerintah (PBJP) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

Kementerianl Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 

seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 

Menurut Tjitroresmi (2003:140) sistem PBJP telah dimulai sejak 

tahun 1980 melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14A 

tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN dan Keppres Nomor 10 tahun 1980 

tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Jasa dan Peralatan Pemerintah 

(TPPBPP). Pada saat itu sistem pengadaan barang dan jasa diatur dalam 

Keppres untuk mengatur pelaksanaan APBN. Setahun kemudian Keppres 10 

Tahun 1980 diganti menjadi Keppres Nomor 18 Tahun 1981. Pada tahun 

1984, Keppres tersebut berubah kembali menjadi Keppres Nomor 29 Tahun 

1984 tentang Pelaksanaan APBN dan Keppres Nomor 30 Tahun 1984 tentang 

TPPBPP.. Pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kembali Keppres 

Nomor 16 Tahun 1994 mengenai pelaksanaan APBN untuk menyempumakan 

peraturan PBJB sebelurnnya. 

Pada masa reformasi pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 6 

Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi 

Pemerintah yang disempumakan dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000. 

Mengingat terjadi banyak kelemahan dan inkonsistensi dalam PBJP dari 

berbagai peraturan yang ada, terutama antara aturan umum dan petunjuk 

teknisnya, maka pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 

mengenai PBJP yang sangat fenomenal, karena untuk pertama kalinya 

Indonesia memiliki aturan PBJP yang komprehensif (Tj itroresmi, 2003: 140) 
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Asliana (2012) mengatakan sejak diberlakukannya Keppres 80 

Tahun 2003, pemerintah telah melakukan perubahan sebanyak 10 kali hingga 

Perpres 70 Tahun 2012. Tujuan perubahan tersebut ada1ah (I) untuk 

meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa 

pemerintah dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

keuangan negara, (2) untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dan 

meningkatkan kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, (3) 

agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlaksana dengan baik sesuai 

dengan konteks dan kondisi kebutuhan pengadaan barang/jasa. 

Dalam Keppres Nomor 18 tahun 2000 dikatakan tujuan PBJP pada 

Bagian 2 Pasal 2 adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan 

Instansi Pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga 

yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu. 

Sedangkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tujuan PBJP disebutkan 

dalam Pasal 2 ayat 2 sebagai berikut tujuan diberlakukannya Keputusan 

Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian 

atau seluruhnya dibiayai dari APBNIAPBD dilakukan secara efisien, efektif. 

terbuka dan bersaing, transparan, adiVtidak diskriminatif, dan akuntabel. 

Sementara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tidak menyebutkan tujuan 

PBJP, tetapi memuat prinsip-prinsip pengadaan yang tercantum dalam Bagian 

Pertarna Pasal 5, yaitu : (a.) efisien; (b.) efektif; (c.) transparan; (d.) terbuka; 

(e). bersaing; (f.) adiVtidak diskriminatif; dan (g). akuntabel. 
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5. Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pola KontraktuaI. 

Menurut Mustofa (2008) PBJP terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 

pengadaan barang menggunakan penyedia oleh pihak ketiga (kontraktual) dan 

swakelola yang pelaksanaannya dikelola sendiri oleh instansi pemerintah 

bersangkutan. 

Tidak ada penggunaan istilah kontraktual dalam Perpres Nomor 54 

Tahun 2010. Oalam peraturan tersebut hanya dikenal istilah pemilihan 

penyedia barang dan jasa melalui pelelangan, seleksi sederhana, pengadaan 

langsung, kontes/sayembara, pemilihan, penunjukan dan swakelola. lstilah 

kontraktual digunakan untuk memudahkan pembedaan istilah dengan 

swakelola, karena pada dasarnya semua pola pengadaan selain swakelola 

dilaksanakan melalui kontrak dengan pihak ketiga. 

Perpres 54 Tahun 2010 membedakan cara pengadaan kontraktual 

berdasarkan nilai pengadaan dan jenis pekeIjaannya, misalnya : apabila nilai 

pengadaannya di bawah Rp 100 juta disebut sebagai pengadaan langsung, 

sedangkan untuk nilaidi atasnya disebut pelelangan umum. Saat ini nHai 

pengadaan langsung telah diubah menjadi maksimal Rp 200 juta dengan 

Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pengadaan di atas Rp 200 juta sampai 

dengan Rp 5 milyar digunakan metode pelelangan sederhana. Oi atas nilai 

tersebut digunakan metode pelelangan umum (Mustofa, 2012). 

Tata cara pengadaan menggunakan jenis kontraktual menurut Perpres 

54 Tahun 20 I0 dilaksanakan dengan urulan sebagai berikut : 

(a)	 pengumuman pelelangan pekeIjaan oleh Panitia Pengadaan Barang dan 

Jasa (PPBJ) atau Kelompok KeIja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), 
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(b) perusahaan yang memenuhi syarat mendaftarkan diri. 

(c)	 PPBJ atau Pokja ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis, 

kemampuan keuangan dan penawaran harga, 

(d)	 PPBJ atau Pokja ULP menetapkan pemenang pelelangan, 

(e)	 mengumumkan pemenang, 

(t)	 memberikan waktu sanggah, bagi yang keberatan, 

(g) menetapkan pemenang, dan 

(h)	 PPBJ atau Pokja ULP mengusulkan kepada Pengguna Anggaran untuk 

menetapkan penyedia. 

6. Swakelola. 

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 swakelola diartikan sebagai 

pengadaan barang dan jasa, di mana pekeIjaannya direncanakan, dikeIjakan 

danlatau diawasi sendiri oleh KIL/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, 

instansi pemerintah lain danlatau kelompok masyarakat. 

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menegaskan bahwa pekeIjaan yang 

dapat diswakelolakan adalah : 

(a.) pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan danlatau 

memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai 

dengan tugas pokok KIL/D/I; 

(b.) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi 

langsung masyarakat setempat; 

(c.) pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya 

tidak diminati oleh Penyedia Barang!Jasa; 
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(d.) pekeIjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan 

terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia 

BaranglJasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; 

(e.) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau 

penyuluhan; 

(f.) pekeIjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survet yang 

bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode keIja yang belum 

dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; 

(g.) pekeIjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, 

pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; 

(h.) pekeIjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; 

(i.) pekeIjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; 

(j.) penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau 

(k.) pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan 

industri almatsus dalam negeri. 

Pengadaan barang dan jasa secara swakelola dapat dilaksanakan oleh 

instansi penanggungjawab anggaran, instansi lain sebagai pelaksana 

swakelola atau kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola. 

Pelaksanaan pengadaan secara swakelola oleh masyarakat mengikuti 

ketentuan : 

(a.) Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat 

pelaksana swakelola, 

(b.) Sasaran ditentukan oleh instansi penanggungjawab anggaran, dan 

(c.) PekeIjaan utama tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (sub kontrak). 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41464.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



22 

Menwut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) 

mengutip Perpres 54 Tahun 2010, ketentuan pengadaan barang danjasa yang 

dapat dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat adalah : 

(a) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok 

Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekeIjaan: 

(b) Pengadaan	 PekeIjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, 

renovasi, dan konstruksi sederhana; 

(c) Konstruksi	 bangunan barn yang tidak sederhana, dibangun oleh 

Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada 

kelompok masyarakat. 

7. Bantuan Sosial. 

Menwut Komite Standarisasi Akuntansi Pemerintah (KSAP) Bantuan 

Sosial bukan merupakan jenis pengadaan barang dan jasa. Bantuan Sosial 

adalah jenis kIasifIkasi belanja. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang 

atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/ Daerah kepada 

masyarakat guna melindungi dari kemungkinan teIjadinya risiko sosial. 

Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sebagai hibah, bukan sebagai dana 

bergulir. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81IPMK.5/2012 menyatakan 

bahwa risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

potensi teIjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 

kelompok, danlatau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi. 

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan 
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Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi 

waJar. 

Dalam Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 

sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Oaerah dikatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial 

digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial 

kemasyarakatan dalam bentuk uangfbarang kepada kelompok anggota 

masyarakat dan partai politik. Bantuan sosial diberikan seeara selektif dan 

tidak terus-menerus/tidak mengikat, tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap 

tahun. 

8. Bantuan Sosial Pertanian. 

Kementerian Pertanian mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai 

penyaluran atau transfer uang kepada pelaku pertanian yang mengalami risiko 

sosial keterbatasan modal, sehingga tidak mampu mengakses pada lembaga 

permodalan seeara mandiri. Tujuan pemberian Bantuan Sosial Pertanian 

tersebut adalah (I) memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan 

permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, 

peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia 

(SOM) pelaku usaha; (2) memberikan perlindungan sosial kepada kelompok 

sasaran dari risiko rawan pangan dan kegagalan usahatani; (3) menanggu[angi 

kemiskinan kelompok sasaran dari ketidakmampuan berusaha tani; dan (4) 

meringankan beban petani pasea beneana sehingga proses produksi pertanian 

tetap dapat berlangsung. 
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Dalam Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertaruan Tahun 2012 dikatakan : 

Bantuan sosial melalui pola transfer uang dilaksanakan dengan 
mentransfer dana bantuan sosial langsung kepada kelompok 
penerima bantuan, sehingga secara langsung dapat dimanfaatkan 
untuk membiayai kegiatan yang telah diprogramkan. Prasyarat 
yang dibutuhkan antara lain melalui pembukaan rekening 
kelompok, penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok 
(RUKK), mekanisme transfer melalui penerbitan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar 
(SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
serta penggunaan dana bantuan sosial oleh kelompok penerima 
bantuan. Sedangkan bantuan sosial melalui pola transfer 
barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan 
barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 beserta perubahannya yang dilaksanakan oleh Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) ataupun Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK). Barangljasa yang sudah diadakan untuk selanjutnya 
disalurkan atau diserahkan kepada kelompok penerima bantuan 
bantuan sosial. 

Pada dasamya Bantuan Sosial Pertanian adalah model penyaluran 

bantuan dalam bentuk uang atau barang yang pengadaan barangnya mirip 

dengan model swakelola oleh kelompok masyarakat, tetapi tidak 

mensyaratkan pengadaan barang melalui pihak ketiga untuk barang~jasa 

dalam jumlah tertentu. 

9. Pemanfaatan Anggaran. 

Pemanfaatan anggaran adalah penggunaan anggaran yang bersumber 

dari anggaran pemerintah, (APBN maupun APBD) untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, maupun belanja modal. Pemanfaatan anggaran dapat 

dilakukan secara langsung maupun melalui pihak ketiga. 
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Saat ini Indonesia menerapkan Anggaran Berbasis KineIja. Menurut 

Robinson dan Last (2009) dalam Cipta (2011 :9) Anggaran Berbasis KineIja 

adalah sistem penganggaran yang mengharuskan untuk : (a.) Secara eksplisit 

mendefinisikan outcome yang pelayanannya diberikan kepada masyarakat, 

(b.) Menyediakan indikator kineIja kunci untuk mengukur efektifitas dan 

efisiensi untuk mengukur pelayanannya selama penyusunan anggaran. 

Mamesah (1995:82) mengatakan bahwa penyusunan anggaran 

pemerintah daerah (APBD) perlu menganut prinsip-prinsip antara lain: 

I.	 Prinsip kemandirian, dengan meningkatkan Pendapatan AsH Daerah 

(PAD) dan upaya ketepatan penggunaan dana yang tersedia agar dapat 

mengurangi ketergantungan kepada instansi yang lebih tinggi. 

2.	 Prinsip prioritas, dengan mempertajam prioritas dalam penggunaan dana. 

3.	 Prinsip efesiensi dan efektifitas anggaran, dengan adanya pengendaiian 

pembiayaan dan penghematan yang menyeluruh pada prioritas 

pembangunan daerah. 

4.	 Prinsip disiplin anggaran, yaitu setiap dinas/lembagalsatuan keIja daerah 

yang memperoleh anggaran hams dapat menggunakan secara efisien, tepat 

guna dan tepat waktu pertanggungjawabannya, serta tidak melaksanakan 

kegiatan atau proyek yang tidak tersedial belum tersedia kredit 

anggarannya dalam APBD. 

Menurut publikasi Balitbangda Provinsi NTT (2008:178) seringkaii 

birokrat menghadapi kenyataan bahwa ketika mengimplementasikan 

kebijakan publik yang nampak melalui reaiisasi berbagai rencana anggaran, 

birokrat hams tunduk pada mandat kebijakan yang masih bersifat umum, 
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makro dan kadang-kadang bersifat ambigueos. Kebijakan publik yang 

kompleks iru justru membutuhkan penanganan berbagai instansi dalarn tubuh 

birokrasi, sehingga pada waktu mengimplementasikan kebijakan, timbul 

masalah yang menyebabkan kebijakan tersebut menjadi terhambat, bahkan 

kadang-kadang tidak dapat direalisasikan sarna sekali. Akibatnya teIjadi 

inefisiensi, sehingga mengurangi efektivitas anggaran. Inefisiensi teIjadi 

menyangkut rasio penggunaan anggaran atau daya aborsi kemampuan 

menyerap dana yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan. 

Berkurangnya efektifitas anggaran karena berkurangnya pengeluaran 

pemerintah yang direalisasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan. 

10. Efisiensi Pemanfaatan Anggaran. 

Menurut Witaradya (2010) efisiensi mengandung beberapa pengertian 

antara lain : (I.) Efisiensi pada sektor hasH dijelaskan dengan konsep 

masukan-keluaran (input-output), (2.) Efisiensi pada sektor pelayanan 

masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan 

seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikeIjakan 

secara efisien jika pelaksanaan pekeIjaan tersebut telah mencapai sasaran 

dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang 

diinginkan, dan (3.) Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat 

dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakeIja antar instansi 

pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragarnan suatu 

daerah. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41464.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



27 

Sedangkan menurut Situs Kementerian Keuangan (2012) faktor-faktor 

yang menentukan tingkat efisiensi adalah: (1.) Faktor teknologi pelaksanaan 

pekerjaan, (2.) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari 

jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional, (3.) Faktor sumber 

daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya 

fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan, (4.) Faktor 

dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun 

masyarakat dan (5.) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk 

mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam s03tu usaha yang 

berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud. 

Efisiensi pemanfaatan anggaran adalah suatu ukuran untuk melihat 

apakah penggunaan anggaran telah dilakukan dengan menghemat dan 

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik dari waktu, dana maupun proses. 

Anggaran dapat disebut efisien dari segi penggunaan waktu apabila tidak 

membutuhkan waktu yang lebih sedikit dalam proses penyalurannya, 

sehingga memberikan manfaat yang lebih cepat bagi penerima bantuan. 

Efisien dalam penggunaan dana adalah apabila satuan dana yang ada dapat 

memberikan manfaat lebih besar bagi penerimanya, sedangkan efisien dalam 

proses dilihat dari kesederhanaan dalam proses pemanfaatannya. 

11. Efektifitas Pemanfaatan Anggaran. 

Menurut Rofai (2006:36) efektifitas adalah taraf tercapainya s03tu 

tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil, maupun dari segi usaha, yang 

diukur dengan mutu, jumlah, serta ketepatan waktu ses03i dengan prosedur 

dan ukuran-ukuran tertentu sebagaimana yang telah digariskan dalam 
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peraturan yang telah ditetapkan. Mengutip Gibson et al (1994), Rofai 

(2006:37) mengatakan bahwa efektifitas dipengaruhi oleh lingkungan, 

teknologi, pilihan strategi, struktur, proses dan kultur yang melingkupinya. 

Semua faktor tersebut saling mempengaruhi satu dan lain. 

Terdapat beberapa perspektif dalarn menilai efektifitas, sebagaimana 

dikemukakan oleh Steers (1985) dalarn Cipta (2011:12), yaitu: 

(1.) Perspektij optimalisasi tUjuan, yaitu efektivitas dinilai menurut ukuran 

seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak 

dicapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai secara 

optimal, memungkinkan dikenalinya secara jelas bermacarn-macarn 

tujuan yang sering saling bertentangan, sekaligus dapat diketahui 

beberapa harnbatan dalarn usaha mencapai tujuan, 

(2.) Perspektijsistem, yaitu efektivitas organisasi dipandang dati keterpaduan 

berbagai faktor yang berhubungan mengikuti pola, input, konversi, 

output dan umpan balik, dan mengikutsertakan lingkungan sebagai faktor 

eksternal. Dalarn perspektif ini tujuan tidak diperlakukan sebagai suatu 

keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah 

dalarn peIjalanan waktu. Lagipula tercapainya tujuan-tujuan jangka 

pendek tertentu dapat diperlakukan sebagai input baru untuk penetapan 

selanjutnya. Jadi tujuan mengikuti suatu daur yang saling berhubungan 

antar komponen, baik faktor yang berasal dati dalarn (faktor internal), 

maupun faktor yang berasal dati Juar (faktor eksternal), dan 

(3).	 Perspektij perilaku manusia, yaitu konsep efektivitas organisasi 

ditekankan pada perilaku orang-orang dalarn organisasi yang 
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mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Di 

sini dilakukan pengintegrasian antara tingkah laku individu maupun 

kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa earn satu-satunya 

mencapai tujuan adalah melalui tingkah laku orang-orang yang ada 

dalam organisasi tersebut. 

Efektivitas pemanfaatan anggaran dapat dilihat dari apakah anggaran 

yang tersedia telah dimanfaatkan dengan benar, sesuai dengan tujuan dan 

memberikan manfaat maksimal. Dalam penyaluran bantuan kepada 

masyarakat, efektivitas pemanfaatan anggaran dapat diukur dari rentang 

kendali penyaluran yang pendek, kesesuaian kebutuhan dengan masyarakat 

yang dibantu, bantuan diberikan pada saat dibutuhkan dan aturan yang 

meminimalkan penyalahgunaan. 

12. Penilaian Efisiensi Dan Efektifitas Pemanfaatan Anggaran. 

Nugraha (2011: 9.34) mengatakan bahwa efisiensi diukur dengan 

membandingkan input yang dikonsumsi dengan outputnya, sedangkan 

efektifitas diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan 

target yang ditetapkan. 

Situs Swamandiri (2011) mengatakan bahwa efisiensi dapat dinilai 

dari salah satu kondisi berikut ini : 

(a.) Target keluaran (output) berhasil diwujudkan dengan menggunakan 

kuantitas input yang lebih kedl dari anggarannya (standarnya). 

(b.) Kuantitas input tertentu telah menghasilkan target output yang lebih 

besar dari standar (rencana). 
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(c.) Input telah digunakan untuk menghasilkan target output yang 

direncanakan atau tidak terdapat pemborosan sumber daya. 

Selanjutnya Situs Swamandiri (2011) menuliskan bahwa efektifitas 

dapat dinilai dari kondisi seperti ini : 

(a.) Keluaran (output) yang dihasilkan, sesuai dengan yang direncanakan, 

baik dari segi jenislspesifikasi, kuantitas, maupun mutu. 

(b.) Keluaran yang dihasilkan dapat atau telah dimanfaatkan. 

(c.) Keluaran yang dihasilkan digunakan sesuai rencana peruntukannya. 

Dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat efisiensi diukur 

antara lain dengan : 

I.	 Waktu penyaluran bantuan yang lebih singkat akan lebih menguntungkan 

bagi penerima bantuan, apalagi untuk pekeIjaan-pekeIjaan yang dibatasi 

oleh faktor-faktor alam atau hal yang tidak dapat dikendalikan oleh 

penerima bantuan, seperti cuaca, musim tanam, pasar atau transportasi. 

2.	 Jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam jumlah yang sarna, 

dapat dibelanjakan lebih banyak, sehingga memberikan manfaat lebih 

besar kepada masyarakat penerima bantuan. 

3.	 Proses pengadaan dan penyaluran bantuan yang lebih sederhana, lebih 

mudah diterima oleh masyarakat. Kerumitan cara penyaluran bantuan 

akan menimbulkan persepsi bagi masyarakat bahwa pemerintah sengaja 

mengulur waktu sebagaimana pameo keburukan birokrasi, seperti "kalau 

bisa dibuat sulit, mengapa hams dipermudah?". 

Sedangkan efektivitas penyaluran bantuan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat diukur antara lain dengan : 
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I.	 Langsung menjangkau penerima bantuan, sebab pemberi bantuan akan 

lebih mudah memahami kebutuhan masyarakat penerima bantuan, tidak 

berhubungan dengan pihak lain yang jelas-jelas bermotif mencari 

keuntungan. 

2.	 Sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan, sebab barang dan jasa yang 

akan diadakan dapat dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat penerima bantuan, sehingga 

penerima bantuan bersifat aktif berkonsultasi dengan pemberi bantuan. 

Jika menggunakan proses pelelangan yang diatur dalam Perpres 54 

Tahun 2010, proses perubahan alokasi yang sudah diatur dalam kontrak, 

akan sulit dilakukan. 

3.	 Tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan, 

misalnya ketika bantuan yang diterima dikaitkan dengan musim tanam, 

cuaca, transportasi dan pemasaran yang memerlukan waktu tertentu yang 

tidak dapat ditunda. 

4.	 Perangkat peraturan yang baik, sehingga perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak 

menimbulkan salah penafsiran dari berbagai pihak. 

5.	 Potensi penyimpangan dari penggunaan anggaran yang minimal, 

sehingga memaksimalkan manfaat yang menjadi tujuan penyaluran 

bantuan. 

B. Kajian Terdabulu 

Penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas anggaran pemah diteliti 

oleh Ungkari (2007) dalam hubungannya dengan penerapan Anggaran 
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Berbasis Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. HasiI 

Penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh nyata penerapan Anggaran 

Berbasis Kinerja terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran. Demikian juga 

mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, telah 

dilakukan penelitian oleh Hasmi (2008) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Singkil terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Pemerintahan Daerah. HasiI Penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat efisiensi pengelolaan anggaran setelah penerapan Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2009 adalah 24 - 63% dan efektivitasnya mencapai 96 

109%. Sedangkan Hanafi (2010) meneliti tingkat efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan anggaran di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2005 - 2009. 

HasiI penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efisiensi pengelolaan anggaran 

adalah 16,7% dan rasio efektivitasnya mencapai 110,23%. 

Mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah 

pemah diteliti oleh Darajat (2005) mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang 

dan Jasa Pemerintah yang Bebas KKN di Kabupaten Majalengka yang 

menyimpulkan bahwa efektivitas pengadaan barang dan jasa ditentukan oleh 

sejauh mana ketaatan para pihak terhadap aturan, juga terkait dengan sumber 

daya dan kondisi sosial ekonomi pelaksananya. Sedangkan Wicaksono 

(2010) mene1iti kinerja pengadaan barang dan jasa terkait kualitas, efisiensi, 

efektivitas, kualitas kehidupan kerja, penganggaran dan inovasi menggunakan 

model Sink's Seven performance Criteria di Universitas Diponegoro Tahun 

2007 mendapatkan hasiI bahwa kinerja pengadaan pada tahun 2007 di 

Universitas Diponegoro mencapai 4,564 yang tergolong cukup baik, 
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meskipun mendekati buruk. Hal ini terjadi karena kurangnya efisiensi waktu 

dan jumlab personel, terjadinya pemborosan waktu dan jumlab personel, 

jumlab lelang gagal/ulang, keluban pengguna barang, penyedia yang ingkar 

kontrak serta kurangnya inovasi proses. Sedangkan penelitian mengenai 

efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran ditinjau dari metode 

pengadaan barang danjasa belum ditemukan. 

C. Kerangka Berfikir 

Penelitian ini bermaksud untuk menilai efisiensi dan efektivitas 

pemanfaatan anggaran dua model pengadaan barang dan jasa yang berbeda, 

yaitu kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian. Model kontraktual 

menyalurkan bantuan dalam bentuk transfer barang melalui pihak ketiga, 

sedangkan Bantuan Sosial Pertanian menyalurkan bantuan dalam bentuk 

transfer uang tanpa melalui pihak ketiga. 

Kedua model ini dibandingkan untuk dikaitkan dengan proses 

pemanfaatan pada anggaran penyaluran bantuan kepada petani dengan 

mengaitkan efisiensi penggunaan waktu penyaluran, penggunaan dana dan 

kesederhanaan proses. Sedangkan efektivitas pemanfaatan anggaran diukur 

dari keterlibatan para pihak, kesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan 

kebutuhan petani, fleksibilitas waktu penyaluran dengan kapan petani 

membutuhkan bantuan tersebut, perangkat yang memudabkan kontrol 

terhadap pemanfaatan anggaran dan potensi penyimpangan yang mungkin 

terjadi pada kedua model pengadaan barang dan jasa tersebut. 

Dengan asumsi babwa model Bantuan Sosial Pertanian lebih efektif 

dan efisien dalam pemanfaatan anggaran untuk bantuan kepada petani, 
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KESIlDl!RIIANAAN PR05IlS PENYAUJRAN FLIlICSIBIUTAS WAX'1ll PENYAUJRAN 
PERANGKAT A'lURAN 
PO'11lNSI PENYlMPANGAIJ 

diharapkan ini dapat dijadikan rujukan penyusunan model pengadaan barang 

dan jasa yang dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait, khususnya 

bantuan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. 

Kerangka fikir tersebut tertuang dalam bagan sebagai berikut : 

KONTRAk'rUAL IIANTt/AJII SOSIAL PERTAJilIAN 
(TRANSFER IWlANG (TRANSFER UANG LANGSUMG 

MELALUI PIHAK kf:l'lGA) PABA PETAJiII) 

MODIlL UJmJK MIlMPIIIlXAYA METOD! PENGADMN
 
IIA1WfGJJASA BJlPBMIS PEMBJlPDAYAAN MASYARAKAT
 

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian 

Pijakan kerangka ftkir penelitian ini adalah pada efektivitas dan 

efisiensi pemanfaatan anggaran, dengan membandingkan proses penyaluran 

bantuan yang berlaku selama ini, yaitu kontraktual dan Bantuan Sosial 

Pertanian. Diharapkan dengan dapat dijelaskan efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran ini dapat disusun metode pengadaan barang dan jasa 

berbasis pemberdayaan masyarakat yang memenuhi azas pengadaan barang 

dan jasa yang baik. 

EFISIINSI 
PIlMANFAATAJiI ANGGAIlAN 

1.	 PENGG1INAAN WAX'1ll DA1AM 
MENYALU1UCAN BANTUAN 

2.	 PENGGUIIMN DANA 
3. 

BAJmIAN 

EnKTIVITAS 
PEMAN'AATAJiI ANGGAIlAN 

1.	 KllTEIUJBATAN PARA PIRAK 
2.	 KE5ESIIA/AI1 DENGAIJ IlEBtrI'IIHAN PENER1MA 

BANTUAN 
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D. Pokok Bahasan 

Pokok bahasan penelitian ini menitikberatkan pada penilaian 

efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dari eara penyaluran bantuan 

terutama perbandingan antara model kontraktual dan Bantuan Sosial 

Pertanian. Guna memudahkan pembahasan, maka dijelaskan pokok bahasan 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

I.	 Penyaluran bantuan adalah pemberian bantuan berupa sarana produksi 

pertanian, sarana prasarana atau alat mesin pertanian kepada Kelompok 

Tani atau Gabungan Kelompok Tani oleh Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Petemakan Kabupaten Nunukan. 

2.	 Model penyaluran bantuan adalah eara memberikan bantuan kepada 

petani, yaitu transfer barang pada kontraktual dan transfer uang pada 

Bantuan Sosial Pertanian. 

3.	 Metode pengadaan barang dan jasa adalah eara pemerintah 

mendapatkan barang yang digunakan dalam penyaluran bantuan kepada 

petani. 

4.	 Kontraktual adalah earn penyaluran bantuan kepada petani yang 

pelaksanaannya didasarkan pada Perpres 54 Tahun 2010 dengan 

menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendapatkan barang dan 

disalurkan kepada petani dalam bentuk barang. 

5.	 Bantuan Sosial Pertanian adalah earn penyaluran bantuan kepada petani 

dengan menggunakan pola transfer uang dan petani sendiri yang 

mengadakan barangnya. 
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6.	 Pemanfaatan anggaran adalah tolok ukur sejauh anggaran yang sudah 

disediakan memberikan manfaat maksimal kepada penerima bantuan. 

Pemanfaatan anggaran memperhitungkan manfaat anggaran sejak 

ditetapkannya pagu anggaran sarnpai dengan barang/jasa telah diterima 

oleh masyarakat. Pemanfaatan anggaran dibedakan dengan terminologi 

penggunaan anggaran yang hanya menekankan apakah anggaran telah 

diserap secara maksimal atau belum dengan hanya memperhitungkan 

pelaksanaannya sarnpai anggaran direalisasikan. 

7.	 Ejisiensi pemanfaatan anggaran adalah pengukuran tingkat efisiensi 

pemanfaatan anggaran yang dinilai dari makin singkatnya waktu yang 

digunakan dalarn penyelenggaraan kegiatan, makin maksimalnya 

penggunaan dana dan makin sederhananya proses pelaksanaan kegiatan. 

Efisiensi anggaran didasarkan pacta tiga ukuran, yaitu : 

a.	 Penggunaan waktu adalah jumlah waktu yang digunakan dalam 

penyelenggaraan kegiatan penyaluran bantuan yang diukur 

menggunakan satuan hari. Pengukuran dilakukan sejak proses pra 

penyaluran, saat pcnyaluran hingga pasca penyaluran. Semakin 

pendck waktu yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan 

dikatakan lebih efisien. 

b.	 Penggunaan dana adalah persentase nilai manfaat anggaran yang 

diterima oleh penerima bantuan. Pengukuran dilakukan dengan 2 

(dua) cara, yaitu : 
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- Persenlase Banluan, yaitu persentase jumlah dana yang diterima 

oleh penerima bantuan pada setiap 100 satuan nilai realisasi 

anggaran. 

Persenlase Manfaal, yaitu persentase jumlah dana yang 

kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan pada 

setiap 100 satuan nilai pagu anggaran. 

Semakin tinggi Persentase Bantuan dan Persentase Manfaat, maka 

dikatakan penggunaan dana yang disediakan akan semakin baik. 

c.	 Kesederhanaan proses, yaitu jumlah tahapan yang dilalui kegiatan 

sejak pengajuan bantuan dari petani diterima sampai dengan 

selesainya penyelenggaraan kegiatan penyaluran bantuan. 

7.	 EfekJivilas pemanfaalan anggaran adalah pengukuran tingkat efektivitas 

pemanfaatan anggaran dengan menilai jumlah pihak yang terlibat dalam 

pemanfaatan anggaran, kesesuaian pemanfaatan anggaran dengan 

kebutuhan penerima bantuan, fleksibilitas waktu yang disesuaikan 

dengan kapan barang dibutuhkan penerima bantuan, tersedianya 

perangkat pengawasan yang cukup dan makin kecilnya potensi 

penyimpangan, yang didasarkan pada lima ukuran, yaitu : 

a.	 Kelerlibalan para pihak, adalah perbandingan jumlah pihak yang 

terlibat dalam proses penyaluran bantuan. Semakin sedikit pihak 

yang terlibat dikatakan makin efektif, karena langsung berhubungan 

dengan penerima bantuan. 

b.	 Kesesuaian kebuluhan adalah keterlibatan penerima bantuan dalam 

menentukan barang yang akan diterima. Semakin tinggi keterlibatan 
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penerima bantuan dalam menentukan jenis bantuannya dikatakan 

lebih efektif. 

c. Fleksibilitas waktu adalah pengadaan barang yang penyalurannya 

disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. Semakin tinggi 

fleksibilitas waktu pengadaan barang dikatakan lebih efektif. 

d. Perangkat pengawasan adalah seberapa memadai perangkat yang 

digunakan untuk mengawasi mekanisme pemanfaatan anggaran dari 

segi aturan, teknis dan administrasi penyaluran. Semakin memadai 

perangkat aturan untuk pengawasan, baik terhadap pemberi bantuan 

dan penerima bantuan, disebut semakin efektif pemanfaatan 

anggarannya. 

e. Potensi penyimpangan adalah seberapa besar penyimpangan yang 

diperkirakan akan teJjadi dalam penyaluran bantuan. Potensi 

penyimpangan dinilai dari 3 (tiga) aspek, yaitu : 

- Aturan yang digunakan 

- Teknis pelaksanaan penyaluran bantuan 

- Administrasi penyaluran bantuan 

Semakin keci! potensi penyimpangan yang teJjadi, berarti semakin 

baik pemanfaatan anggarannya. 
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif dengan teknik pembandingan untuk menilai efisiensi dan 

efektivitas pemanfaatan anggaran pada dua cara penyaluran bantuan kepada 

petani. Apabila ditemukan perbedaan yang menonjol, penelitian dilanjutkan 

menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancana dan studi 

dokumentasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan memahami 

situasi, peran dan peristiwa yang mempengarubi hasil penelitian. 

Lokus penelitian adalah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Petemakan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini mengamati kegiatan 

penyaluran bantuan kepada petani yang berlangsung pada tahun 2008 - 2012. 

Data yang dijaring adalah data yang berhubungan dengan indikator 

efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran menggunakan kuestioner dan 

wawancara terstruktur untuk menelusuri sumber dan akibat yang ditimbulkan 

dari perbedaan tersebut. Data primer diperoleh dari nara sumber terpilih, yang 

memiliki hubungan langsung dengan kegiatan penyaluran bantuan kepada 

petani. Data sekunder dijaring menggunakan instrumen berupa telaah 

dokumen (document review). 

B. Narasumber dan Bahan Studi 

Narasumber penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam 

penyaluran bantuan kepada petani, yaitu : 

I. PPKlPPTK sebagai pelaksana teknis kegiatan. 

2. Kontraktor sebagai pelaksana pengadaan barangljasa. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41464.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40 

3.	 Petani penerima bantuan sebagai penerima bantuan bantuan yang 

diadakan. 

Sedangkan bahan studi dokumentasi adalah semua bahan yang dapat 

mempeJjelas fokus penelitian, yaitu : 

I. Laporan Akhir Kegiatan 

2.	 Peraturan yang terkait dengan fokus penelitian 

c. Pedoman Wawancara 

Data diperoleh dari narasumber menggunakan pedoman wawancara 

yang dipilah berdasarkan peran masing-masing narasumber dalam 

pelaksanaan kegiatan, yaitu : 

I.	 Kepada PPKlPPTK dilakukan wawancara mengenai proses pelaksanaan 

kegiatan. Khususnya mengenai mekanisme penyaluran bantuan. 

2.	 Kepada kontraktor dilakukan wawancara mengenai proses penyediaan 

dan penyaluran bantuan kepada petani. 

3.	 Kepada Petani Penerima Bantuan dilakukan wawancara mengenai 

pengalaman menerima dan memanfaatkan bantuan dari penyaluran 

bantuan kontraktual maupun Bantuan Sosial Pertanian. 

D.	 Pemilihan Narasumber 

Narasumber tersebut dipilih dengan cara sebagai berikut : 

I.	 PPK adalah seluruh pegawai Dispertanak Kabupaten Nunukan yang 

pemah menangani kegiatan Bantuan Sosial Pertanian pada periode 2008 

- 2012 yang kegiatannya menyalurkan bantuan kepada petani dalam 

bentuk transfer uang. Jumlah populasi 5 orang, responden terpilih 
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berjwnlah 5 orang. Berikut ini daftar nama PPK yang dijadikan 

responden: 

Tbl3DftarNa e a ama PPKResponden 
No 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Swnber : Data Pra Penehtian, dlOlah 

2. PPTK adalah seluruh pegawai Dispertanak Kabupaten Nunukan yang 

pemah menangani kegiatan kontraktual pada kurun waktu 2008 - 2012 

yang kegiatannya menyalurkan bantuan kepada petani dalam bentuk 

transfer barang. Jumlah populasi adalah 12 orang, responden terpilih 

berjumlah 12 orang. Daftar nama PPTK yang dijadikan responden 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Daftar Nama PPTK Responden 
I No Nama Responden I 

1. Alim Bakhri, S.Pt 
2. AriefBudiman, S.Pt 
3. Bambang Subagio, SP 
4. lr. Desi Toding Datu 
5. Fatbmi, S.Pt 
6. Fauziah, STP 
7. Joko Sutomo, SP 
8. Muhammad Ari Hartadi, SP 
9. Muhammad Maryono Silviadi, SP 
10. Sidik Agus Setiyono, S.Pt 
II. Subandi, SP 
12. Widodo, SPKP I 

Swnber : Data Pra Penelitian, diolah 

4. Kontraktor adalah seluruh kontraktor yang melaksanakan pekerjaan 

penyaluran bantuan kepada petani pada Dispertanak Kabupaten Nunukan 

selama 2008 - 2012 dengan menggunakan kontraktual. Jumlah populasi 

Nama Responden 
Ir. Desi Toding Datu 
Herman, SP 
Muhammad Maryono Silviadi, SP 
Sidik Agus Setiyono, S.Pt 
Subandi, SP ~ .. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41464.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



42 

4.
 

46 orang, sedangkan sampel yang terpilih sebagai responden beIjumlah 

16 orang. Responden terpilih adalah kontraktor yang pernah mengangani 

lebih dari satu pengadaan penyaluran bantuan kepada petani. 

Pertimbangan pemilihan sampel seperti ini adalah bahwa kontraktor yang 

menangani lebih dari I kali pengadaan dianggap proporsional mewakili 

popuJasinya, karena memiliki pengalaman lebih banyak untuk 

memberikan keterangan dibandingkan dengan yang hanya sekali 

menangani pengadaan yang sarna. Sampel ini mewakili 34,78% dari 

populasi. Daftar nama kontraktor yang dijadikan responden tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Tbl5DftarNe a ama K raktor esa ont R onden 
PerusahaanNo Nama Responden 

1. Abdul Kadir Landong, S.Ag CV. Putra Tapin 
2. Agus Jumadi CV. Salmiah Jaya Mandiri 

Andre Pratarna CV. Catur Putra Perkasa 3. 
4. Bunga Farida, SE CV. Bunga lndah Persada 
5. Dani Supriadi CV. Karya Utarna 

Dibyo Budi Susetyo, SP CV. Jouvenil Agro Lestari 6. 
CV. Putra Nur Fajar7. Hadi Suprianto 

Herry Susetyo, S.Hut CV. Tengkawang Sari 8. 
9. Kasmawati CV. SukmaJaya 

Muhammad Yusri CV. Borneo Buana Perkasa 10. 
CV. Umairoh Inti Berkah II. Nanang Heripriyono 

12. Nurdin, ST CV. Tiga Pilar Utarna 
13. Japaruddin CV. Tanjung Ulan Abadi 

CV. Mega Buana Perkasa 14. Masri, ST 
KSU Karya Maju Bersama IS. JDrs. Patiroi 
Kios Lumbung Tani 16. Siba Muhammad ..

Sumber : Data Pra Penehtlan, dlOlah 

Petani penerima bantuan adalah Ketua Kelompok Tani yang 

kelompoknya mendapatkan alokasi bantuan dari 2 carn penyaluran 

bantuan sekaligus, yaitu transfer uang dan transfer barang. Ketua 

Kelompok Tani adalah representasi dari anggotanya. Populasi petani 

L 
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adalah nama Ketua Kelompok Tani yang kelompoknya sudah pemah 

mendapatkan bantuan dari kedua cara penyaluran bantuan. Pemilihan ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa responden dapat membedakan 

ke1ebihan dan kekurangan dari kedua cara penyaluran tersebut. Populasi 

Ketua Kelompok Tani tersebut berjumlah 58 orang. Sampel dipilih 

dengan cara acak sistematik dengan interval 3 dari daftar Ketua 

Kelompok Tani yang diurutkan berdasarkan abjad. Sampel terpilih 

berjumlah 20 orang yang mewakili 34,48% populasi. Berikut ini daftar 

nama petani yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 6. Daftar Nama Ketua Ke1ompok Tani Responden 

Nama~ .
 

18. Sejuta 
19.] Tasman 
20. Zulkifli I ..
Sumber : Data Pm Penehtian, dlOlah 

Kelompok Tam 

Umbus Bagu
 
Usaha Sama
 
Tunas Bagu
 
Sinar 2000
 
CahayaMare
 

Karya Mandiri
 
Padaidi
 
Cahaya Lapio I
 
Dalung Taka
 
Sahabat
 
Pandan Wangi
 
Bina Bersama
 
Pesona Mansapa
 
Sipurio Sipurennu
 

Tenguyun 
Mansalong Seberang 
Sumber Rejeki 

I Tani Mekar 
Mekar Abadi 
Surva Abadi Sebatik 

Alamat 

Binusan, Nunukan 
SeiPancang, Sebatik 
Binusan, Nunukan 
Sei Pancang, Sebatik 
Tanjung Harapan, Nunukan 
Se1atan 
Pagaluyon, Sembakung 
Pembeliangan, Sebuku 
Setabu, Sebatik Barat 
Pembe1iangan, Sebuku 
Liang Bunyu, Sebatik Barat 
Atap, Sembakung 
Tanjung Karang, Sebatik 
Mansapa, Nunukan Selatan 
Tanjung Harapan, Nunukan 
Se1atan 
Liang Bunyu, Sebatik Barat 
Mansalong, Lumbis 
Binusan, Nunukan 

I Kalampising, Lumbis 
I Tanjung Karang, Sebatik 

Sei Pancang, Sebatik 

No 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

R SDI des on en 
Abdul Hamid 
Abdul Majid 
Ahud Karim 
H. Alimuddin 
AndiNurMS 

Azis 
Beddu 
Harnzah 
Ibrahim 
Ismail 
Masdukin 
M. Alias 
M. Kadir 
Pawe 

Ruslan 
Salman L. 
H. Sanusi Seman 

I 

I 
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E. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dilakukan analisis dengan cara melakukan 

tabulasi berdasarkan parameter yang diamati. Data yang sudah ditabulasi 

dilakukan rekapitulasi untuk mendapatkan fenomena kecenderungan. Data 

hasil rekapitulasi dilakukan pembandingan tingkat persentase. Nilai 

persentase digunakan untuk menarik kesimpulan hasil pene1itian. Parameter 

yang dianalisis adalah sebagai berikut : 

I. Efisiensi Pemanfaatan Anggaran 

a.	 Penggunaan Waktu 

Alat Ukur : Jumlah hari 

Cara Pengukuran : Menghitung jumlah hari yang digunakan oleh 

masing-masing model pengadaan yang 

dibedakan dalam pra penyaluran, saat 

penyaluran dan pasca penyaluran. 

Sumber Data Hasil wawancara dengan PPK dan PPTK 

b.	 Penggunaan Dana 

Konsep	 : menggunakan kuestioner, dijaring informasi 

mengenai komponen penyusun Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) yang akan dibandingkan dengan 

melakukan penghitungan Nilai Bantuan (NB). 

NB adalah nilai bantuan kepada petani, yaitu 

nilai Realisasi Bantuan (RB) dikurangi nilai 

komponen pajak (P) dan nilai keuntungan 

kontraktor (K). NB akan menentukan Persentase 
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Bantuan ("loB) dan Persentase Manfaat ("10M). 

"loB adalah persentase Nilai Bantuan (NB) 

dibandingkan dengan Realisasi Bantuan (RB), 

sedangkan "10M adalah persentase NB 

dibandingkan dengan Pagu Bantuan (PB). 

Alat Ukur : "loB dan %M
 

Rumus NB
 
%B = -------------- x 100
 

RB
 

NB 
"10M = -------------- x I00 

PB 

NB= RB-P-U 

SumberData	 Hasil wawancara dengan PPK dan PPTK serta 
Telaah Dokumen 

c.	 Kesederhanaan Proses 

Alat Ukur : lumlah Tahapan Penyaluran Bantuan 

Cara Pengukuran : Membandingkan jumlah tahapan masing

masing cara penyaluran bantuan. Tahapan 

dibedakan menjadi pra penyaluran, penyaluran 

dan pasca penyaluran. 

SumberData : Hasil wawancara dengan PPK dan PPTK. 

2.	 Efektivitas Pemanfaatan Anggaran 

a.	 Keterlibatan Para Pihak
 

Alat Ukur : lum1ah pihak yang terlibat
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Cara Pengukuran 

Sumber Data 

b. Kesesuaian Kebutuhan 

Alat Ukur 

Cara Pengukuran 

Membandingkan jumlah pihak yang terlibat. 

Pihak yang terlibat dibedakan menjadi 

penyelenggara kegiatan (Dinas), pelaksana 

penyaluran (kontraktor) dan penerima bantuan 

(petani). 

Hasil wawancara dengan PPK, PPTK dan 

petani penerima bantuan 

Skala ordinal 

Membuat skala I, 2 dan 3 dengan nilai 3 pada 

pernyataan ya, nilai 2 pada pernyataan 

kadang-kadang dan nilai I pada pernyataan 

tidak, atas pertanyaan ; 

a.	 Apakah jenis barang yang diberikan, 

pengadaannya melibatkan penerima 

bantuan? 

b.	 Apakah barang yang akan dibelanjakan 

dapat direvisi? 

c.	 Apakah penerima bantuan dapat memilih 

tempat pembelian barang yang Iebih 

murah? 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin 

menunjukkan efektivitas penyaluran bantuan. 
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Surnber Data	 Hasil wawancara dengan PPK, PPTK, dan 

petani penerima bantuan. 

c.	 Fleksibilitas Waktu Penyaluran 

Alat Ukur Skala ordinal 

Cara Pengukuran Membuat skala I, 2 dan 3 dengan nilai 3 pada 

pemyataan ya, nilai 2 pada pemyataan 

kadang-kadang dan nilai 1 pada pemyataan 

tidak, alas pertanyaan : 

a.	 Apakab penerima bantuan dapat mengatur 

waktu penerimaan bantuan? 

b.	 Apakab penerima bantuan dapat menerima 

barang saat dibutubkan? 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin 

menunjukkan fleksibilitas penyaluran bantuan. 

Surnber Data	 Hasil wawancara dengan PPK, PPTK, dan 

petani penerima bantuan. 

d.	 Perangkat Pengawasan 

A1at Ukur 

Cara Pengukuran 

Skala ordinal 

Membuat skala 0 sampai 10 dengan nilai 10 

diartikan sebagai perangkat pengawasan paling 

memadai dan 0 menunjukkan tidak ada 

mekanisme pengawasan, Nilai diperoleh dari 

komponen pengawasan sebagai berikut : 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41464.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



48 

a.	 Perangkat administrasi yang baik, 

sehingga dapat merekam seluruh 

perjalanan penyaluran bantuan. 

b.	 Teknis penyaluran yang memungkinkan 

kontrol yang cukup oleh instansi 

pengawas. 

c.	 Perangkat aturan yang memungkinkan 

pemberi dan penerima bantuan terikat 

pada mekanisme baku yang memudahkan 

penelusuran pemanfaatan anggaran. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin 

menunjukkan berfungsinya pengawasan 

penyaluran bantuan. 

SumberData	 Hasil wawancara dengan PPK, PPTK dan 

petani penerima bantuan. 

e.	 Potensi Penyimpangan 

Alat Ukur 

Cara Pengukuran 

Skala ordinal 

Membuat skala 0 sampai 10 dengan nilai 10 

diartikan sebagai potensi penyimpangan paling 

tinggi dan 0 menunjukkan tidak ada potensi 

penyimpangan. Nilai diperoleh dari adanya 

potensi penyimpangan sebagai berikut : 

a. Aturan yang digunakan 

b.Teknis pelaksanaan penyaluran bantuan 
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c. Administrasi penyaluran bantuan 

Semakin rendah skor yang diperoleh, semakin 

menunjukkan rendahnya potensi 

penyimpangan penyaluran bantuan. 

SumberData	 Hasil wawancara dengan PPK, PPTK dan 

petani penerima bantuan. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.	 Kesimpulan 

I.	 Bantuan Sosial Pertanian lebih baik daripada kontraktual sebagai cara 

penyaluran bantuan kepada petani, karena mendapatkan nilai efisiensi 

dan efektivitas pemanfaatan anggaran 82,29% dibandingkan kontraktual 

yang hanya mendapatkan nilai 52,79%. Bantuan Sosial Pertanian 

mendapatkan nilai efisiensi pemanfaatan anggaran 95,40%, Jebih baik 

dibandingkan efisiensi pemanfaatan anggaran kontraktual 75,61 %. 

Keunggulan Bantuan Sosial Pertanian dalam efisiensi pemanfaatan 

anggaran terlihat pada penggunaan dana dan kesederhanaan proses, 

sementara kontraktual unggul pada penggunaan waktu. Bantuan Sosial 

Pertanian juga mendapatkan nilai efektifitas pemanfaatan anggaran 

69,18%, lebih baik dibandingkan kontraktual yang hanya 29,96%. 

Bantuan Sosial Pertanian daJam hal efektivitas pemanfaatan anggaran 

unggul pada keterlibatan para pihak, kesesuaian kebutuban dan 

fleksibilitas waktu, sedangkan kontraktual unggul pada perangkat 

pengawasan dan lebih rendahnya potensi penyimpangan. 

2.	 Mencerrnati keunggulan hasil penilaian efisiensi dan efektivitas dalam 

pemanfaatan anggaran, Bantuan Sosial Pertanian layak dijadikan 

a1tematifmetode pengadaan barang danjasa barn sebagai tambahan pada 

metode swakelola dengan nama swake/o/a pemberdayaan masyarakat 

yang dalam pelaksanaannya mengambil hal-hal baik yang ada pada 

mekanisme Bantuan Sosial Pertanian dan Swakelola oleh Kelompok 

Masyarakat, seperti penggunaan mekanisme transfer uang, tidak 
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memerlukan keterlibatan pihak ketiga, tidak memerlukan panitiaJpejabat 

pengadaan, tidak perlu membayar pajak, detail persiapan pra penyaluran 

bantuan, adanya pembagian tugas tim, waktu penyelesaian pekeIjaan, 

tanggung jawab PAIKPAlPPK, cara pencairan dana dan penggunaan 

dana, pelaporan kemajuan pekeIjaan serta penyerahan hasil pekeIjaan. 

Hal ini akan meningkatkan fungsi pengawasan dan mengurangi potensi 

penyimpangan yang menjadi kelemahan Bantuan Sosial Pertanian. 

B.	 Saran 

Dengan hasil penelitian 1m, peneliti menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

I.	 Kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk dapat 

menelaah kembali metode swakelola dengan mengakomodasi Swakelola 

Pemberdayaan Masyarakat untuk menjadikan metode pengadaan 

barang/jasa di Indonesia lebih sesuai konteks dan kondisi masyarakat, 

karena kesulitan melaksanakan metode swakelola oleh kelompok 

masyarakat dengan alasan keterbatasan kemampuan sumber daya 

manusJa. 

2.	 Kepada Kementerian Pertanian untuk mempertahankan sementara waktu 

keberadaan Bantuan Sosial Pertanian, karena terdapat banyak kebaikan 

dan keunggulan cara tersebut dalam penyaluran bantuan kepada petani. 

Kementerian Pertanian diharapkan dapat mendorong LKPP mengadopsi 

keunggulan Bantuan Sosial Pertanian untuk menjadi metode baru 

pengadaan barang/jasa dengan nama swakelola pemberdayaan 

masyarakat. 
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3.	 Kepada Kementerian Keuangan, selama metode swakelola 

pemberdayaan masyarakat belum menjadi metode bam dalam pengadaan 

barang/jasa, untuk dapat mengadopsi Bantuan Sosial Pertanian dalam 

klausul Pemberdayaan Sosial. 

4.	 Kepada kementerian Dalam Negeri untuk dapat mengadopsi model 

Bantuan Sosial Pertanian dalam peraturan mengenai hibah oleh 

Pemerintah Daerah, karena keunggulan cara tersebut dalam 

pemberdayaan masyarakat. 
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A. KEPADA PPK (BANTUAN SOSIAL PERTANIAN)
 

KUESTIONER 

a.	 Tentang Kesesuaian Kebutuhan 

Pertanyaan diajukan kepada PPTK, PPK, Kontraktor dan Petani Penerima 
Bantuan dengan menjawab pertanyaan: 

No 
1 

Pertanvaan 
Apakab Jerus barang yang 
dibutuhkan melibatkan penenma 
bantuan? 

Ya(3) Kadan2(2) Tidak (1) 

2 

3 

Apakab barang yang akan 
dibelaniakan dapat direvisi? 
Apakab penenma bantuan dapat 
memilih tempat pembelian yang 
lebih murab daripada harga yang 
tertera dalam rencana? 

b. Tentang Fleksibilitas Waktu Penyaluran 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK dan Petani Penerima Bantuan 

No Pertanyaan Ya (3) Kadan2(2) Tidak (1) 
I Apakab penerima bantuan dapat 

mengatur waktu penerimaan 
bantuan? 

2 Apakab penerima bantuan dapat 
menerima bantuan saat dibutuhkan? 

c.	 Tentang Perangkat Pengawasan 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima 
Bantuan dengan memberi nilai dari 0 - 10. NilailO menunjukkan 
pengawasan paling memadai dan nilai 0 jika tidak ada mekanisme 
pengawasan 

No Pertanyaan Nilai 
I Perangkat administrasi yang merekam seluruh peIjaianan 

penyaluran bantuan 
2 Teknis penyaluran bantuan memungkinkan kontrol yang 

cukup oleh instansi pengawas 
3 Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi bantuan 

dan penerima bantuan terikat pada mekanisme baku yang 
memudahkan pengawas menelusuri pemanfaatan 
anggaran 
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d.	 Potensi Penyimpangan 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima 
Bantuan dengan memberi nilai dari 0 - 10. Nilai I0 menunjukkan potensi 
penyimpangan paling tinggi dan nilai 0 jika tidak ada potensi 
penYl

No 
mpangan. 

Pertanyaan 
Potensi penyimpangan terhadap aturan 
Potensi penyimpangan terhadap teknis pelaksanaan 
penyaluran bantuan 
Potensi penyimpangan administrasi penyaluran bantuan 

Nilai 
1 
2 

3 

WAWANCARA 

PERTANYAAN 

1.	 Taliapan proses Bantuan Sosial Pertanian 
2.	 Kapan proses Bantuan Sosial Pertanian dimulai tiap tahun 
3.	 Alasan menggunakan model Bantuan Sosial Pertanian untuk penyaluran 

bantuan kepada petani 
4.	 Kebutuhan waktu (hari) masing-masing tahapan Bantuan Sosial 

Pertanian 
5.	 Komponen pembentuk harga dalam Bantuan Sosial Pertanian 
6.	 Pihak-pihak yang terlibat dalam Bantuan Sosial Pertanian 
7.	 Keterlibatan petani dalam Bantuan Sosial Pertanian 
8.	 Apakah petani dapat mengusulkan perubahan pada jenis dan jurnlah 

barang yang diterima 
9.	 Peraturan yang mendasari Bantuan Sosial Pertanian 
10. Potensi penyimpangan yang mungkin timbul dari proses pengadaan 
11.	 Mana yang lebih disukai pola kontraktual atau Bantuan Sosial Pertanian 

dalam penyaluran bantuan kepada petani 

JAWABAN 
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B.	 KEPADA PPTK (KONTRAKTUAL) 

KUESTIONER 

a.	 Tentang Kesesuaian Kebutuhan 

Pertanyaan diajukan kepada PPTK, PPK, Kontraktor dan Petani Penerima 
Bantuan dengan menjawab pertanyaan : 

No Pertanyaan Ya (3) Kadane(2) Tidak (1) 

I Apakah Jerus barang yang 
dibutuhkan melibatkan penenma 
bantuan? 

2 Apakah barang yang akan 
dibe1aniakan dapat direvisi? 

3 Apakah penerima bantuan dapat 
memilih tempat pembelian yang 
lebih murah daripada harga yang 
tertera dalam reneana? 

b. Tentang Fleksibilitas Waktu Penyaluran 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK dan Petani Penerima Bantuan 

No Pertanvaan Ya (3) Kadanjt(2) Tidak (1) 
I Apakah penerima bantuan dapat 

mengatur waktu penerimaan 
bantuan? 

2 Apakah penerima bantuan dapat 
menerima bantuan saat dibutuhkan? 

c.	 Tentang Perangkat Pengawasan 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima 
Bantuan dengan memberi nilai dari 0 - 10. NilailO menunjukkan 
pengawasan paling memadai dan nilai 0 jika tidak ada mekanisme 
pengawasan 

No Pertanyaan Nilai 
I Perangkat administrasi yang merekam seluruh peIjalanan 

oenvaluran bantuan 
2 Teknis penyaluran bantuan memungkinkan kontrol yang 

eukupolehinstansi pengawas 
3 Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi bantuan 

dan penerima bantuan terikat pada mekanisme baku yang 
memudahkan pengawas menelusuri pemanfaatan 
anggaran 
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d.	 Potensi Penyimpsngsn 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima 
Bantuan dengan memberi nilai dari 0 - 10. Nilail0 menunjukkan potensi 
penyimpangan paling tinggi dan nilai 0 jika tidak ada potensi 
penYlmpangan. 

No Perfsnvaan Nilai 
1 Potensi oenyimpangan terhadap aturan 
2 Potensi penYlmpangan terhadap teknis pelaksanaan 

penyaluran bantuan 
3 Potensi oenyimpangan administrasi penyaluran bantuan 

WAWANCARA 

PERTANYAAN 

I.	 Tahapan proses Pengadaan Barang dan Jasa 

2.	 Kapan proses Pengadaan Barang Dan Jasa dimulai tiap tahun 

3.	 Alasan menggunakan model kontraktual untuk penyaluran bantuan kepada 

petani 

4.	 Kebutuhan waktu (hari) masing-masing tahapan Pengadaan Barang dan Jasa 

5.	 Komponen pembentuk harga dalam HPS 

6.	 Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

7.	 Keterlibatan petani dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

8.	 Apakah petani dapat mengusulkan perubahan pada jenis dan jumlah barang 

yang diterima 

9.	 Peraturan yang mendasari Pengadaan Barang dan Jasa 

10.	 Potensi penyimpangan yang mungkin timbul dari proses pengadaan 

11.	 Mana yang lebih disukai pola kontraktual atau Bantuan Sosial Pertanian 

dalam penyaluran bantuan kepada petani 

JAWABAN 
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C.	 KEPADA KONTRAKTOR (KONTRAKTUAL) 

KUESTIONER 

a.	 Tentang Kesesuaian Kebutuhan 

Pertanyaan diajukan kepada PPTK, PPK, Kontraktor dan Petani Penerima 
antuan engan menJawa ' pertanyaan : B d . b 

dibelaniakan dapat direvisi?
 
Apakah penenma bantuan dapat
 
memilih tempat pembelian yang
 
lebih murah daripada harga yang
 
tertera dalam rencana?
 

b.	 Tentang Perangkat Pengawasan 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima 
Bantuan dengan memberi nilai dari 0 - 10. Nilai10 menunjukkan 
pengawasan paling memadai dan nilai 0 jika tidak ada mekanisme 
pengawasan 

No 
1 

2 

3 

Apakah 
dibutuhkan 
bantuan? 
Apakah 

Pertanyaan 
Jems barang yang 

melibatkan penerima 

barang yang akan 

Ya (3) Kadan!!: (2) Tidak (1) 

No Pertanyaan Nilai 
1 Perangkat administrasi yang merekam seluruh peIjalanan 

penyaluran bantuan 
2 Teknis penyaluran bantuan memungkinkan kontrol yang 

cukup oleh instansi pengawas 
3 Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi bantuan 

dan penerima bantuan terikat pada mekanisme baku yang 
memudahkan pengawas menelusuri pemanfaatan 
anggaran 

c.	 Potensi Penyimpangan 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima 
Bantuan dengan memberi nilai dari 0 - 10. Nilai10 menunjukkan potensi 
penyimpangan paling tinggi dan nilai 0 jika tidak ada potensi 
penyimpangan. 

No Pertanyaan Nilai 
1 Potensi penyimpangan terhadap aturan 
2 Potensi penyunpangan terhadap teknis pelaksanaan 

penyaluran bantuan 
3 Potensi penyimpangan administrasi penyaluran bantuan 
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WAWANCARA 

PERTANYAAN 

I.	 Waktu yang dibutuhkan setelah rnenang pelelangan sarnpai barang untuk 

petani disalurkan 

2.	 Waktu yang dibutuhkan dalarn penyaluran bantuan 

3.	 Apakah barang yang diadakan dapat diubah, siapa yang mengusulkan 

perubahan 

4.	 Potensi penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa 

5.	 Berapa keuntungan yang diarnbil kontraktor pada setiap pengadaan barang 

JAWABAN 
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D.	 KEPADA KETUA KELOMPOK TANI (KONTRAKTUAL DAN 
BANTUAN SOSIAL PERTANIAN 

KUESTIONER 

a.	 Tentang Kesesuaian Kebutuban 

Pertanyaan diajukan kepada PPTK, PPK, Kontraktor dan Petani Penerima 
Bantuan dengan menjawab pertanyaan : 

1.	 Kontraktual 
No Pertanyaan Ya (3) Kadan2(2) Tidak (1) 
I Apakab Jems barang yang 

dibutuhkan melibatkan penenma 
bantuan? 

2 Apakab barang yang akan 
dibelanjakan dapat direvisi? 

3 Apakab penerima bantuan dapat 
memilih tempat pembelian yang 
lebih murab daripada harga yang 
tertera dalam rencana? 

2. Bantuan Sosial Pertanian 
No Pertanyaan Ya (3) Kadan2(2) Tidak (1) 
I Apakab Jems barang yang 

dibutuhkan melibatkan penenma 
bantuan? 

2 Apakab barang yang akan 
dibelaniakan dapat direvisi? 

3 Apakab penerima bantuan dapat 
memilih tempat pembelian yang 
lebih murab daripada harga yang 
tertera dalam rencana? 

b.	 Tentang Fleksibilitas Waktu Penyaluran 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK dan Petani Penerima Bantuan 

I Kontraktual 
No Pertanyaan Ya (3) Kadan2(2) Tidak (1) 
I Apakab penerima bantuan dapat 

mengatur waktu penerimaan 
bantuan? 

2 Apakab penerima bantuan dapat 
menerima bantuan saat dibutuhkan? 
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2.	 Bantuan Sosial Pertanian 
No Pertanyaan Va (3) Kadan2(2) Tidak (1) 
I Apakah penerima bantuan dapat 

mengatur waktu penerimaan 
bantuan? 

2 Apakah penerima bantuan dapat 
menerima bantuan saat dibutubkan? 

c.	 Tentang Perangkat Pengawasan 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima 
Bantuan dengan memberi nilai dari 0 - 10. NilailO menunjukkan 
pengawasan paling memadai dan nilai 0 jika tidak ada mekanisme 
pengawasan 

I	 Kontraktual 
No Pertanvaan Nilai 
I Perangkat administrasi yang merekam seluruh peIjalanan 

penyaluran bantuan 
2 Teknis penyaluran bantuan memungkinkan kontrol yang 

cukup oleh instansi pengawas 
3 Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi bantuan 

dan penerirna bantuan terikat pada mekanisme baku yang 
memudahkan pengawas menelusuri pemanfaatan 
anggaran 

2. Bantuan Sosial Pertanian 
No Pertanyaan Nilai 
I Perangkat administrasi yang merekam seluruh peIjalanan 

penyaluran bantuan 
2 Teknis penyaluran bantuan memungkinkan kontrol yang 

cukup olehinstansi pengawas 
3 Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi bantuan 

dan penerima bantuan terikat pada mekanisme baku yang 
memudahkan pengawas menelusuri pemanfaatan 
anggaran 

d.	 Potensi Penyimpangan 
Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerirna 
Bantuan dengan memberi nilai dari 0 - 10. Nilai I0 potensi penyimpangan 
paling tinggi dan nilai 0 jika tidak ada potensi penyimpangan. 

Kontraktual 
No Pertanyaan Nilai 
I Potensi penyimpangan terhadap aturan 
2 Potensi penYlmpangan terhadap teknis pelaksanaan 

penyaluran bantuan 
3 Potensi penyimpangan administrasi penyaluran bantuan 

1 
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2	 Bantuan Sosial Pertanian 
No Pertanvaan Nilai 
1 Potensi penyimpangan terhadap aturan 
2 Potensi penYlmpangan terhadap teknis pelaksanaan 

penyaluran bantuan 
3 Potensi penyimpangan administrasi penyaluran bantuan 

WAWANCARA 

PERTANYAAN 

I.	 Mengapa bermohon bantuan kepada pemerintah 

2.	 Kapan bantuan diterima 

3.	 Apakah datangnya bantuan sesuai dengan kebutuhan petani 

4.	 Mana yang lebih disukai bantuan dalam bentuk kontraktual atau Bantuan 

Sosial Pertanian 

5.	 Potensi penyimpangan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian 

6.	 Kemungkinan petani mengubah barang yang akan dibeli antara kontraktual 

dan Bantuan sosial Pertanian dan bagaimana caranya 

7.	 Cara pembelanjaan Bantuan Sosial Pertanian 

8.	 Apakah petani mengambil keuntungan dari Bantuan Sosial Pertanian 

JAWABAN 
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- ------- - ---- ------

------

- - -- ---

--

LAMPlRAN2 

REKAPITULASI HASIL KUESTIONER DAN W AWANCARA DENGAN PPK 

A. KUESTIONER 

PertanyaanNo 

1 KESESUAIAN KEBUTUHAN 

___ l ___~~tt?~l!!?atar:t _peneri!!1a dal~ __!!!enentu~l!:~jenis barang 
2 K~~_~I!~it:lan revisi ~ar~~_g yang akan_~~rim~ 

3 K~_~_~!1.&~i!1an mem~lih_t~_~_~at penyedia !?~~~f!g 

2 FLEKSIBILITAS WAKTU PENYALURAN 
1 Kemungkinan penerima mengatur waktu penerimaan bantuan 
2 Kemungkinan menerima barang saat dibutuhkan 

3 PERANGKAT PENGAWASAN 

PPK-l 
Kode RespondeD 

PPK-2 PPK-3 PPK-4 PPK-5 Jumlab 
Penilaian 
Rata-rata % 

8 
3 
2 
3 

8 
3 

--- - -

2 
3 

9 
3 
3 
3 

9 
3 
3 
3 

--- 

9 
-r
3 
3 
3 

43-- -
15 
13 
15 

- -
2,87 

3,02_ 
2,6{)_ 
3,O{) 

95,56 
100})o 

86,67 
100,00 

5 6 6 6 6 29 2,90 96,67 
2 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

14 
15 

2,80 
3,00 

93,33 
100,00 

26 22 24 21 20 113 7,53 75,33 
9 7 10 

-

8 8 7f--------
9 7 ----'f-- - --- f- - -

5 
8 
8 

---

9 
6 
5 

----

40 
37 
36 

- -  -  ---

8,00 
7,40 
7,20 

80,00 

74'()(J 
72,{l0 

c- - - 

1 6 
----

0 2 
---

1 2 
---

0 2 

27 

9 __ 
9 

-

9 

II 
3 
3 

- --------

5 

5 
2 

- --- -

2 
- ,

1 

50 
16 
17 
17 

3,33 

~-,-2(} ___ 
3,40- r---
3,40 

33,3~ 

32,00 
34,00 
34,00 

1---
4 

1 Aturan 
2 Teknis 

- ------- -------- -

_3 Administrasi 
---- -

-- ---

POTENSIPENYIMPANGAN 
- - ----- -

1 Aturan 
------------- - ------------- - -- - -- ------- -

2 Teknis 
----- --- -----

3 Administrasi 

N 
o 
N 
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------ -------- --- -

-- - ----

--------- ------- ---- -----

------- ---- -------

- - ----

- --

--- - ---- ---- - ---- -- -- --- -

----- ---------------- ---------- ------ ------- ----- ----- ------ ----

-------

------

---- - ------------- - ---------- - ----- -- -- --------

------

--------

B. WAWANCARA 

Kode ResnondeD PenilaianPertanyaanNo 
PPK-l PPK-2 PPK-3 PPK-4 PPK-S Jumlah % 

1 Tah"pan Penyalnran__ 
I1 Pra Penyaluran 

-

- 1 Usulan dari petani 1 2 4 4 __8{),00 
2 Sosialisasi 

--- 3 ___ 
1 I 20,00

- --2 --
3 Verifikasi proposal 1 40,002 

- -
~--J.:)iajuk~_~e f»rovinsC- 1 I 20,00

-

4S CPCL 1 2 3 100,00S S 
-

6 -R,'-k,ming Penampung - -  1 
- 

2 43 S S 100;bO 
7 Penerbitan SK  1 2 43 S 100,00 
8 Penandatanganan perjanjian 

S 
1 2 43 4 80,00 

2 Penyaluran 
1 RUKK 1 2 43 S 100,00 
2 Pencairan Tahap I 

S 
41 2 3 S S 100,00 

3 Pencairan Tahap II 1 2 3 4 4 80,00
-

--_2o,004 Peneairan Tahap HI I I 
-St:ebih 3kali--  I" I _ 20,00

- -------_ ..-

3 Pasca Penyaluran 
---4-0;001 2 2_I Laporan -

--1-2 Waktu Memulai Kegiatan 20,00
- - 2(j;OO-TAkhir Tahun Sebelumnya I 1 

2 Bulan 2 - 4 
-

I 2 60,00 
3 Bulan 5-=-7 

3 3 
I 2 40,00 

4 Bulan 8 - 10 
2 

Keterangan 
") Hanya kegiatan cetak sawah N 

@ 
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! t gO,OO
2 40,00 
1 2O;ijO 

-3-r-60,O-:-(f 

Penilaian 
PPK-5 I Jumlah I /0 

3-~60,OU 

1 - 2" ~_~2Q 
--- '1--  20,00 

-1 20,00 
-1~----1-2-'-'- 40,00 

2 40,00 
-4 ~O,OOI 
I 20,00 

, 4 80,00 

II II I I 20~OO 
2 40,00 

-2 40,00 
-1---- 20,0-0 

1>---1 - ~O,O-O 
----

7 Tidak ada keuntungan jatu 
()' fSelaksanaan cepat 

24- 6 Bulan 

j

5 Petani belanja semdIri 

Nol Pertanyaan 

3!Alasan Menggunakan Bantuan Sosial Pertanian 
--fBantuan bisa disesuaikan dengan musirn tanam 

2 Balltuan dtsesuaikan dengan kebutuhan petani
'3 Efisien -
'4 Tidak ada pihak ketiga 

I 1 3 7.:- 2Bulan_ 
4 Leblli dari 9 bulan 

2 PenyQ[iir(in 
f-I--/rl--- 1 1 - 3 Bulan 

8 Pengawasan lebih mudaIl
l--j~Aturan lllengharuskan . , _ 

Io Batas akhir pelaksanaan le6ibl1eksloe 
TIF~ekSibel_. - - - 1_ _ 
12 Tldak ada pajak 
13 Efektif 

_ 14 Pem6erdaYaaI1ma~yarakat 

1_'!lKfbutuban Waktu!iap Tah-ap-
1 Pra Penyaluran 

__1. 1 - 2 Bulan - _ : 5 -t=f~q;O~Q 

Keterangan 
.) Hanya kegiatan fisik, •• ) Hanya kegiatan budidaya •••) Hanya kegiatan cetak sawah 

N 
a 
~ 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41464.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



2 Petani 

3 Pedoman Vmum 
4 Petunjuk Pelaksanaan 

80,00 
80,00 

40,00 

20,00 
20.00' 
20,00 

100,00 

100,005 

5 1_100,00 
1 20,00 

Penilaian 

2 

4 
4 

5 

5 100,001 
5 100,00 
-5- 100,00 

Jumlah I % 

-R 100,00 
1 

4 80,00 

I_~O,O~ 
~1~0,00 

Pertanyaan 

5 Petunjuk Teknis 

_,?- Pengadaan 
3 Pelaksanaan=e:.... _ 

~Pihak-pihak )'ang Terlibat Dalam Bantuan 80siat P_~!1anian 

1 Dinas 

7lKe,terlibatan Petani dalam Bantuan 80sial Pertanian ===-----
1 Perencanaan 

91-Peraturan_>-'ang,-.-:..:M-=-=e.::n:.=d:.:a::.:;:.:8:.:r:-::i'-- ~ 
1 Permentan 
2 PerdiJjen 

!QjPotensi Penyi.mpang,-::8c;:n---'..:B-,a_n_s-,::o::-,s"--__-:::::--;--::--::~ 
_JJ. Volym_e Dikurangi Karena Transport Tidak Diakomodasi 

2 Jumlah bantua" per peta"i dikurangi, jUlTllah petani ditarnhah I I 
3 Petugas meminta fee keoada oetani 

No 

....-2IKomponen Pembcntuk Harga Bantuan 80sial Pertanian 
1 Harga Dasar 
2 Ongkos Transport 

,_ ~I~emungkinan Petan! Mengubab Jenis dan Jumlah Barang 
1 Hisa 

_2 Barang t.idak hisa, jenis bisa 

Keterangan 
>to) Menggunakan reken ing tersendiri 

N 
a 
Ln 
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--- -

--

0/0 

Kode Responden Penilaian
PertanyaanNo 

PPK~l PPK-2 PPK-4 PPK-5 JumlahPPK·3 

20,004 Mark up harga I I I .......- ...
 ..." .. --~---

I I 20,00' 5 Volume pekerjaan dikurangi 
-' 

f 

,- 6 Kekhawatiran dana disimpangkan I 2 
I 

40,002 -
7 Dana disimpan di dinas untuk keamanan 20,00I I ..- - - - I  -

1 I 20,00 
-

8 Spesifikasi teknls_ 
-

-

_. ----'----I ---f-- 
9 Tidal< ada wal<tu penyelesaian yang tegas 



I 1 20,00 
10 Pekerjaan terlambat_ 

- 
I I 20,0.9__.. .  - .. -. -

_II Perm intaan mengarahkan pada kelompok tertentu 


1 , 1 
-

20,00- ,- ~ -

Metode yang Dipilih Dalam Penyaluran Bantuan11 --_. -I-- - - - - .,. -  -
4I Bantuan SosiaJ Pertanian I 2 100,003 5 5 

N 
a 
O'l 
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LAMPIRAN 3 
REKAPITULASJ HASIL KUESTJONER DAN WAWANCARA DENGAN PPTK 

A.	 KUESTIQNER 

No PenaDyaalJ 
IPPTK-I PPTK-2 

3KESESUAIAN KEB~HAN _. I 3 
I KetcrHbatan penel";rna. dalu..m mt::neotu~n if>l")l~ bara.~ I I 

I2 Kemun~,ln~, "c_~i.1:.a!9t~1II~~IJ:&Di--=- I	 I 

.3 J<emungkinan memilih lempSl penyedia borang, _ !.-~I-11-	 
22~1 FLEKSIBILITAS W AK'FU PENYALURA....__...	 4 

1 KemWlgkinan pen.e:rima. men.Q.arur waktu pe.nerirnaan bantuan I I 
2 K.e1nungkituIiTI InCln"nma banlng.u;aJ dibutuhkan	 3 1 

31PERANGKAT PENGAWA.::S~AN=~__	 27 I 

PPTK-3 

3 
I 
I 

I 

2 
I 

I 

PPTK-4 
4 
I 
.~ 

I 

3 
I 
2 

PPTK-5 

5 
.J 
I 
I 

2 
I 
I 

PPTK·6 
3 
.1 

r ..• ' 

I 
1 

~ 

2 
I 
I 

~ Atunu.1	 <).. j!. <) V g~.~ u r-t-=t::l: Tekms	 9 _ ._8__ ...!..<?._ \) 9 
- -~~- 3 Adn1i.nun.rliLU -}-+ 879 6 9$
f-~OTE~SI. PENYIMPANGAN I-- 4 I 3 I II I 4 I 10 2 

1 A[unlfl, .2 I 1 
1'Te-.mL$ t 5 1R+i=f=\ I F3 AdminlslrB.~u	 I 4 0 

B.	 WAWA.NCARA 
I 

No Pentt.°Yllan 

_~ITab.~p,.n .,Penr.-Iu...~ 

=I 
l----j I P,a PtUlK.alu,an 

I Usulan dar; pemni 1 2 3 4 5 .!! 
2 Ver;fikasi berk... 1 2 

3 CPCL 1 2 3 4 5 6 
4 Verifikasi kelByakan I 2 

I ---.	 S Penerb'itan SK I 2 3 4--'-' 5 6 
6 RUP 1 

7 Survey H.arga 1 2 J 4 
gP~n'y.,:!"un~HPSdanSpes,fikasiTelom	 1 :--2- ~.__, 4 __ ~ __6 
1~~I!IWlflLela,,~	 ~f- ~ .L-·__ 4 _~ _ (, 

Kode. Respondeo 

24 26 

PPTK-7 PPTK-8 
3 3 
I I 

II 
." 

1 I .. -

~ PenelDpBnP~~ .. _~! 2 ~ 4 S !>. L-f ~ 
~ Penyusunan Kontrak I 2 3 4 S 6 7 8 
~!.. lzin pmn8l1kal.l bUlfillllll1 )... 

~ SeLe.ksi bar.ng. I· 2· 
~ I>'ort..tl.l<s8ar> I-l<utt'l!' I :1 

KeU:Tlikngan 
.) KCBJ8tan pengadaan lemak 

-. 
2 3 
1 1 
I 2

26 28 
10~ -

'> .,	 10 

-	 9 8 . 

- -
4 4 

I --I , 
l 

1 2 

7 ~. 

3 

6 8 

7 8 

7 8 
_ 1 _ ~ 

PPTK·9 
3 
I 
I 

e-- 1 

2 
I 
I 

22 
8 
9 
; 

.. 
17 .. 
7 
7 . 
3 

.. 
9 

PeDiJaiad 
0/.PPTK-IO PPTK·II PPTK·12 J"rnlab IRAora2 

3 3 3 4,0039 -I~I 14.I I 
I I IJI 
I J J 12.. 

4 
~-

;2 30 
? JI 13 

~ 
.2 I 17I-- ~ 

25 30 '-E!....- 311 


<> 10 10 ~~.	 
108 10 110 

8 10 ~ 96 

.. .. 
6 7("5 6 

"<)4::! _. 2 
_.~-

2 .2' '27I- , ..  -
2 0 2 20 

, 1,17 8,50 
1.08 4,00

! 
1.00 

' 1,25 12,5 
__ 4,00.!.P..I!...

1,4;: ----.3.!,OO 

- -- 
~~- ~~.!. 
~,~ 1n.:;O 

9,17 2..!,~7 
!t,00 80,00. 

2,11 21,n 
~4;;l :!4.17 
~.2:'ii 22.S0 
1.67 _ 16,67 

_ _ 
4 S 5 4l.67 

9 10 ---,-, '-;'2 12 100,001 

j J 25,00 
9 10 II 12 \2. \00,22

2 3 .3 - 25,00 

5 ~ 4~1-:67 
'? 10 II _~ 12 lOO.OO 

_') .f 10 1_1_ 12 1.2 100,00 

,~_'!..2.... 11., X~ 12 100.00 
9 L 10 II II <>1.&7 
---_!. -1-- ~'I~)-__ 

r----,-  . } _ ~7 

,) 4 4 ~~.~~ 

N 
o 
-...J 

Penilalao 
Jumlab % 

.__ 
10 II I Z 

_ 
12 

_ 
100,00 

0.00 
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PertanyoanNo 

2 PenvaJuran 
" I .!....!'enyaluran_ 

2. Pemeriksaan Pekerjaan
 
__3 Mass ~siko 7 hari (konlnll<tor)
 

3 Pascn Penyah4ran 
I PembsYar:an 

~.IW.ktu ~ul.i K=e..,g-"io-"t&=o'- _ 
J Pra Pe""fiIluran 

I CPCL 
IBul~ 

2. ~ula!!. 3 - 4 
3 Bulan 4 -5 

2 Pelaksansan Lelang, _
 
-~---lBu~6 .
 

~ bulan 60 -7 _ 

-,--.:.~1;Jl;.o. ] 
I Bulan 7 • 8 

,-.-- "2 Bulan 9 .10 
"3 Bulan I I ~·I2. 

2 Peny aJ'!..:..ra7'n-=- _ 
I Penyaluran I 

~r- I Bulan 1" - 9 
2. Bulan 10
 
3 Bulan"':I"':I-·-I""'"2.-- -- 

3 Pasca Penyaluran 
1 Pembayaran
 

- I Bulan 9· I
 

~"Bula,I1JO-11 
3 Bulan 12 

-""3TAlasaO.:.MenIU1unaluon Kon!.raktuol 
I Aturan Menu;l~aruskaft 100,00 

Keterangan : 
0) Kegiatan pengsdaan tema!< 

58,33 
16,67 

100,00 

100,OU, 

12 

5 __ 
'!.'!.~ 

2. 16,67 
5 -- 41,6~1 

4 33,33,-
1 8,33 
6 50,00 

"I - 8,:n 

" '_ " _ . . ·0 _ ~, :_ _ : 

j -
~3J 

8 66,67 

C ___8,33 

-----j 

4 33,33 
4 33,33 
4 33,33 

-, 

--

H 8.33 
SO,O~ 

25,00 

12 I 

-...... " 

¢ 1 

=---- I 
- -

_ _ _ 

- L j
j i4 - ~ I I 1---=- --

N 
a 
00 
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PenHaiaRKode Respond""No Pen."-nYRRn 
PPTK-l PPTK-3 PPTK-4 IpPTK-5 IpPTK-6 IpPTK-7 IpPTK-8 PPTK-9 IpPTK-IO IPPTK-ll !PPTK-12 IJumlah 1 % 

41Kebutuhan Waktu Tiap Tnhnp 
PPTK-2 

I Pro Pe"yaJurtUl 
Ic- -l 

,;~g ,~, m'"_ I Itt ~ I I' <6,6' 

~ ,~~~~;~ : :: I: : d :: : ,;, .,:::::,
 
§.~' 

.,__

7 

Ketera.ngw1 

41,67 

100,00
'--1"00:00 

100',00 

.5_.1 41.67 1 
~ 

I~_ 83,33<i.. _. 50,00 
I 8,33 

12 100.00 

10 I 83,33 

.11_ i ...!..OO.OO 
_J.~ _ 100,00 

12 100,00 

Ii----
5 

12 ------........_..•-
12 
12 

I I - I r I HI -! I I - I ! 1- 1-;1 ~i11
2 Kurang dari I minggu 
J""-;;'inSgu 
4 Le-bih dari 1 minggu 

4 Biaya Pemeliharaan 

~,=--=--_-_-3~.4bulan 

3 Keuntungan KontTaktor 

Ua~r :-R:::e:.:5:.:i.::k:.:o'--- _ 
6 Paiak 

-61 Pihak-pihak yllng T;;rlibat Dalam Ke I . _. I I +-
1 Dinas ...• --

2 KonuaklOr 
3 Petani 

~K"mUngkinanPe.anl Mengubah Jeni 
1 Tidal< Bisn 

~I~omponenpembentukUPS 
..• , I . flllf"lJ!'..;:D=i'SJI=r:..,-- _ 

2 OnJti<os A~l 

I - 2 bulan 

. ~ebih dari 4 bulan 
'OJ P(B.CU Pe.n_va/uran 

I PClInba)'nran 

2 .~e.!!l!aJu ran. 
I Pelaksanann Pekeriaan 

.) Kegiatan pengadaan barang •• ) Kegiatan fi.ik
 
#) Pengadaan Ternak ##) Pengadaan Benih ###) Pengadaan ?upuk
 

N 
a 
~ 
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_--.!~.67 

I 1 

~ 

1 I 8.33 

4 
5 

8 

I 
5 

5 

:2 

I 
[ -

[_ 
1 
3 

10 

3 
[ 
5 

~. 
I 

I 8 'H2!.-~? 
12 

I ~ I 

I I 2 L 
, 4 T 

-.- ---I :! 

rd;;r;;;; 

lolPolensi PenylmpaDgan Konl~ktuaJ 

1 Tekananlhim,"'b::B:::U8J1="-"po=li.:.:li"s -l 
2 Tekananlhi;:"bauan dari atasan 
:'i Konspirasi PanitiR 

4 Pekerjaan belum selessi sudah dibayar, karena lahun anggaran E _ 
5 BU,lukan rekanan_ 
6 Markup (me~.in~i~~kompon~pembentukharga) •••• 

.. 7 M!!!~u.£.!i¥ !I;IOgJ~ (k.unmg ak,,,s.::es::...o:iW=a::f _ 

No 1 Pertanyaan 

91Peraluran long Mend,.c.0",SB-,-r,'-.· _ 
-i'-P..£rpr~~fKe~~ 1:2 ~__~ 

._,. ~~hdllll':i <:I ~ 
3 Juknis 

1-' 

0/. 

~ 

]00,00 
25.00 

8.33 
41.67 

25.001 
8.3~ 

16.67, 
8.33 

16,<>7 
83,33 

8,33 
41.67 
33,33 
41,67 
41,67 
66.67 
16.67 

8.33 
8,33 

,!.33 
8.33 

25.00 

16.671
JJ.J3 

8,33 

N .... 
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----- - -

--

- - - - -
- ---- -

K7K6 

LAMPJRAN4 

REKAPITULASI HASIL KUESTIONER DAN WAWANCARA DENGAN KONTRAKTOR 

A KUESTIOI\'ER 
I 

Kode RespoBden Penilaian 
No Per1llJ1YIlJl/l 

,lurnlaliKJ K4 K6 K7 K8 K9 KlO Kli Kl2 KlJKS KI4 Kl5 Kl6 RaW % 
3 3 3 3J 3 J 3 IIIKESESUAlAN KEBUTUHA.~ 3 3 3 3 3 3 48 0 

I Ketedibatan penerima dalam rnenentukan jems barang I I l 1 1 I i _ 1 I I 1 II I _16 1 () 
.... -r--

[I 1 I 1 1 1 I 1 1 1 I2 Kernungkman revIsi barang yang akan_ditenrna I 1 16 I 0 
3 J(ernunglunan rnenlilib lernpat penyediB bar-IDg II I i I 16 1 D1 I i I I 1 I I I 

2IPER4.~GKAT!r.NGA~A~ 
! Aluran 

2 Telims 

_I 3Admm,SUBSI 

J 5 3 6 3 6 4 68 1.423 POTENSI P~YlMPANGAN 6 _ ~17 

I Atunm 2 I2 1 00 1 2 4I 2 I 2 1 23 1,443~=t=m--~--t1. ~ 
I 1 01 2 2 I J2Teb1is I . I . I 2 2 21 __1~.3~ _ 13,13 

3 AdmmlsllllSl 2 2 0 I 1 I I I I 3 I 2 I 24 1,50-ti~ 15,(kl 

B WAWANCARA 
I 

Per1llnyunNo 

IIWaldu yang dibuwbkan setelah menang ssmpai tersalurkan 
a 1bulan 
b 2bulan 
c 3bulan 

21W.1rtu ylillg dibutuhkan diillilil jlmyilur1lliblnluJ\
 

IlllIlnBJ!ll
 

b2- 3mil);
 

c I bllWl
 
d Leblh dan 1bulan
 

Penilaian 

~
 
56,25 
3I,2~ 

12.50 

75.00 
12,50 
6)5 

N .... .... 
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~Jenis Potensi Penyim..flRpr! 
1Tekanan dari KepaJa Dinas daIlfPTK 

_~§!Spa ~ang dips! mengubah banng 
aDinas 
bKesepakatan rekanan dan [)jnilS 

41 25,00 

Penilaian 

121 75,00 

25.00 --
-

9 ~ 52,08 

l~ ~~~-' 
9 56j5~}5 
4 ~I10 62,SI 39,58 
2 IlS 
7 43,15 
r--

5 ll,25 37,50 
2 11,5 

~ 
12,5 12,50 

_. -
5 J1,25 

10 62,50--
I 6,25 

KI6 I Jumlah I % I %KI
Pertanyaan 

c Lebih dari 20% 

.~.I~~an dan P8lIilia l.clan& 
Tekanan dan rekanan lain --- -

4PPlX menentukilllle,,~ ~i.m 

5laminan sllpp!Y dikunci oleh panitia Ielang I + 
6Perminlaan untuk tidal: mengikuti pelelangil!! _ 
7Perrnfi'rlwl mundur sclelah peringkal memungkinkan_menang 
8Intimi~i lalW/l ~luk tidal: melOOSlJlbn fldiall'alan 
9Pennintaan fee dllri KadisIPPTK sebelum pemba-'-YlIl3JJ_-:-:-c:c--:-:-_. 

10 Penninlaan fee dati Panitia Ielang unblk mempermudah klalifikasi 
II Peserta lelang tidal: mengeWlUi kekuatan dan kelemahan lawan, 

sehingga tidak mengetahui keeUl3llgan la~ 1--1 I I 

6J!ersenlaSe ktu:n.::tun=g~an:.:.._ 1 

a Kurang dari 15% 
b 15%·21»'. 

No 

IV
 
t->
 
IV
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LAMPJRAN 5 

REKAPITULASI HASIL KUESTIONER DAN WAWANCARA DENGAN PETANI 
A KUESTIONER 

No Pe rtanyaan 
Kode Responden 

KK1'1 KK1'2 KK1'3 KK1'4 KK1'5 KK1'6 KK1'7 KK1'8 KK1'9 KK1' 10 KK1' 11 KK1' 12 KKT 13 
1 KESESUAIAN KEBUTUHAN 

-
A KONTRAKTUAL 3 3 _ f---_3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3- 

I Keterhbatan oenerima dalam meoeotukan ienis barang I I I I 1 I I I 1 I I I ~._---~ 
2 Kemune.kinan revisi barang yang akao dierirna 

-
I I I I I I I I I I I I I 

3 Kemunl!.kinan memilih tempat penyedia barang 
-

I 
-

I I 1 I I 1 1 1 1 I 1 I 1 
- -

.B /MNTUAN SOS/AI.. PERTANJAN 6 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 
I Keterhbatan oenerima daliim menentukan ienis barang 2 3 3 I J 1 ) 3 3 3 3 3 3 3 
2 Kemunl!.kinan revisi baranl1. yanl1. akan diterima 2 3 3 3 J 3 3 3 J 3 2 3 J 
3 Kemunld<.i1an memilih tempat penyedia 'barang 2 3 3 3 3 3 J 3 3 3 J J 3 

f--~-

2 FLEKSmlU1'AS WAK1'U PENYALURAN 
A KONTRAKTUAL :3 :2 3 J 3 :2 2 :2 :2 2 :2 :2 3 

1 KemungkDan penenma mengaiU( waktu peneilinaan bat 1 I 1 :2 I 1 ] I I I 1 1 1 
2 Keml1l1l!.kinan meoenma baraog saat dJbu_tuhkan 2 I 2 I 2 1 I ,) I 1 1 1 2 

B BANTUAN SOSIAL PERTANJAN 6 6 6 6 --- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
1 Kemung!<inanpeoerima menl1.lltuT Wllktu ~nerimaan bar 

--
3 3 3 3 3 3 :3 J .3 3 3 3 3 

2 Kemunl!.kinao menerima 'barang saat dfuutuhkan 3 3 3 3 3 3 J 3 3 3 3 3 3 - -

JPERANGKATPENGAWASAN 10 
~-.. ~_. 

A KONTRAKTUAL 25 23 27 25 27 25 26 27 27 27 26 27 26 
I Aturao 9 7 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 ..-.-. 
21'eknis 8 8 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9--.._. 
3 A!lministrasl 8 8 9 8 9 9 9 9 I) 9 8 9 8 

.~. 

B BANTflA.N SOSIAL PERTANIAN 2S 20 26 22 24 26 26 23 23 23 23 2S 24 
I Atunm 8 6 9 7 8 8 9 11 8 8 9 9 8 
:2 Teknls 9 II l) 7 8. 9 9 7 7 7 7 8 9 

3 Adminislnlsi 8 6 8 8 8 9 8 8 8 8 7 8 7-
N 
~ 
w 
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LAMPIRANS 
REKAPITULASI HASIL KUESTIONER DAN WAWANCARA DENGAN PETANI 

A KUESTIONER 
P Kode Responde" PeniJaian 

No ertanyaan KKT 14 KKT 15 KKT 16 KKT 17 KKT 18 KKT 19 KKT 20 Jumlah Rata2 % 

1 KESESUAIAN KEBUTUHAN r- 

A KONTRAKTUAL .:r-I-~3-- 3 -1---3---"I--3--~--3--1---3---j1-- 60 1,00 - 0 
f---cl--.---=-----~-_:-__:__,_ ------..-..-------------- -.. - ---

I KeterJibatan penerjma daJam menentukan jenis barang I 1 _ 1 1 1 I 1 __ 20 1,00 0 I 
2 ~mungkinan revisi barang yang akan diterima 1 1 1 _ 1 1 _ .1 I __ 20 1,00 0 I 
3 Kemungkinan memilib tempst penyedia barang I 1 I I 1 I I 20 1,00 0__ O' _ 

--- - -- . - - - 1--

_ B BANTUAN SOSLAL PERTANLAN _ 9 9 9 9 _ 9 _ 9 9 17~ 2,9;Z 96,00 
_ I Kelerhba~cnerima dalam mcnentukanJenis b~,g 3 _ 1. _ 3 J___ 3 3 3 58 _ 2~ _ 95.00 
__~ ~_ KemU!1.gkinan revisi barang yangakan dilerima . _ }. _ 3 __ 3 :3 3 3 __ 3 _ 58 _ 2.90 95.00 
_ _ _. J Kemungkinan memiii:~_temp~l ~n2'.e~a barang _. 3 3 3 3 _ 3_ 3 _ 3 59 2.95 97.50 

'lFLEKSIBILlTASWAKTUPENYALURAN - - 1- -- '- -- 
--- -- - - ----- - - - .- - -
._ A KONTRAKTUAL _ _ _ _ ~__ 2 4 2 _ 2 ], 2 48 1,2.0 10,00 
c-- I Ke,!,~n~i!!.an_pl.'merilTUl mcnglllurwaktupenerimaanbantm I ~. _. 2 1____ I ._! 1__ _ 22 __J.'-!'._ 5~Q.0 

2 Kemungkinan menerima barang saal dibutuhkan I I 2 I I 2 I 26 1,30 15.00 
r- - ---- .. -~- ------ -1- •. 

_________--jl-- - - _._ __I _1_ 

B RANTUAN SOSIAL PERTANlAN 6 6 ~ I 6 _ 6 6 6 120 3,00 !.2.0JOO 
I Kemungkinan penerima mengatur wa~ pe-!1.crimaan bantu 3 3 3 ~ 3 3 ..2..- 3 60 3,00 100,00 
2 Kemwngkinan m(:nerima barang saat dibutuhkan 3 3 .~. 3 3 3 3 I 3 60 3,00 100,00 

3 PERANGKATPENGAWASAN ---- :1 -

I-~~- --- - 
A KONTRAKTUAL 24 24 25 25 27 25 27 515 8,58 85,83 

1 Aturan 7 - 8 8 8 9 8 9 170 8,50 - 85;00 
2 Teknis 9 8 9 9 9 - 9-- --~ --i75 - 8,75 r--s-t.50 

--~-----' ----------------- - -.- --------_.- ~ 

3 AdminiSll"asi 8 8 'S 8 9 8 9 170 8.50 I 85,00------ - -- - -- - --- --- --------'-=:.:.~I---==-.:'-I 

I- - -- - -I----::-=---l----;-;:-~I_--=_=__:+--__ !!... BANI.UA/vSOSIALPERTANIA.N .___ _ 27 2~. 23 24 25 22 __ 27 _ 481_ 8.02 80,17' 
_ 1 Aluran _ 9 7 __ ~ 8 _ 9_.2 9 162 8.10 81,00 

___ 2 TekFIis __ 9 8_._?__ 8 .. 8 7 9 161 8,O.5 110_,5_0 
3 Administrasi 9 8 7 8 8 8 9 158 7,90 79,00 

N 
~.,.
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--

No P~rtanya..n 
KKTI KKT2 KKT3 KKT4 KKT5 

Kode Responden 
KKT6 KKT7 KKT8 KKT9 KKT 10 KKT II KKT 12 KKT 13 

4 POTENSI PENYTMPANGAN - ---:.1~O_ 
A KONTRAKTUAL 

I Anuan--,._- -
- 2 Teknis 

--3-Adrn;n;strasi 

-

7 
2 
2
3 

8 - , -
2,---
1 
4 

,

..

4 
1 
1 
2 

4 
I 
I 
2 

4 
I 
I 
2 

3 
J 
1 
I 

3 
I 
I 
1 

f---~ 3 3 
I I J I 

---~ .. ---"'1
1 I 
I 1 I -

-~ 

5 
I 
2 
2 

3 
I 
I 
I 

-
.. 

5 
2 
I 
2 

B BANTuAN SOSlAL P£RTANlAN 
I Aturan 
2 Tcknis 
3 Adminisll'asi 

, 
10 
4 -
2
,"-

4 

8 
3 
2 
3 

_. 
6 
2 
2 
2 

4 

I 
2 
1 

6 
2 
2 
2 

I 

4 
I 
1 
2 

7 
2 
3 
2 

7 
j 
~,.., 

~ _. 
2 

8 

3- 2 
3 

8 
2 
3 
3 

5 
2 
2 
I 

.. 

7 

2 
3 
2 

6 
3 

2
I 

B WAWANCARA 
I 

Kode Respollden
No P~rtanya..n 

KKT I I KKT 2 I KKT 3 I KKT 4 I KKT ~ I KKT 6 I KKT 7 I KKT 8 I KKT 9 KKTJO KKT II	 I KKT 12 KKT13 

I 

/'.) 

I-" 
V1 
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No PertadyaaD 
Kode Responden Penilaian 

KKTI4 KKTIS KKTI6 KKTI7 KKTI8 KKTI9 KKT20 Jumlab Rata2 0/0 
4 PQTENSI PENYIMPANGAN 

-" .. ----- ---
~--KONTRAKTUAL 4 4 4 4 3 3 4 8.1 1,35 ___13_,50- -

1 Aturan 2 2 2 '----~~- I I 2 28 1,40 14,00 
~ - -

2 Teknis I I I I 1, I I 23 1,15 1.1,50-
j Administrasj 

-

--l- I r--_1 I 1 J I 1 30 1,50 i~,OO- - -

BANTUAN So.o;;/-4i PERTANlAN_ 
- --- - 2,03----

B 4 , 7 5 4 5 _~ __6____..!Q _ 202 - -1-
_._~ --'-----

I Awran _---1- 2 2 2 I 1 2 41 2,05 20,50 
:l Teknis 

. ---- 2 1 2 2 2 2 2 41 Z~~ _20,50 
3 Adrni':'listrasi 

- - 40 1 2 3 I I 2 2 2,00 20,00 

B WAWANCARA 

No PC"any8an 
Kode Responden PeniJaiall 

KKT 14 KKT IS KKT 16 KKT 17 KKT 18 KKT 19 KKT20 Jumlah 0/0 0/0 

- 1 Maksud Meogajukan Permohonan -- - - - --- ---
I - J Merinsanbn .~!,!lin palllli - 5 ~O~ -2 Supaya dap.al tan~rempak. ---. .:'1,00 

3 KeterballlSan modal 13 65100 -
--4 Petani memiliki banyalr beban y~ng tidal< dapa, disel·e''''k..n.~end'ri 

~ ~ 
I I I I I .:i,QQ'1 

5 Mem.perl,:,.':"'lahan_~<!~lctif I I r -1 
4 20,001 

- 6 Meningkatkan_ usaha 
~~ 

II II I 7 35,00'1 
7 Laban tersedia --- II 55,001 
8 Pemerintah dapat menyediakan benih unggul 

'-
I 5,00... -

- 9 MenRllemat modal - 2 10,00 

- -
'2 'Bulan Bant",8o Diterioul 

- - - - - - _I 
IA KONTRAKTUAL 

I 
-

1 Bulan I I - 12 
-~ ~- 55,00 -

2 Bulan-". 10 
- -

- - - L - 9· 45,00· 

. - I I I I 1 --"8 8ANTUA.N SOSJA.L PE'ii"T;iNJAN I 
~ ~ ~ - -----r-IiiUIIlJ1-2 -:3 -- - - - - , - --

l 5.00 
2 Bulnn 4 ·5 1%_ 65,Oq: 

-

~-- -
3 D,,-,laJ~:-7: ..· 

-
I - > - I I I 10,00 

1 1 1-4Bulanl0-ll 4 20,00 

f-' 
0) 

IV 
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No Pcron)'un 
Kode RespondeD 

KKTI KKT2 KKT3 KKT 4 I KKT 5 I KKT 6 KKT7 I KKT8 KKT9 KKTIO KKTll KKT12 KKT 13 
3 TenlllDg Kesesullian Kebuluhan I I I1-.A KONTRAKTUAL 

- -- --~-

I ---
I Sesuai 

. 

~ 2 Kadang sesuai 
- ~ 

3 Tidak Sesuai I I 
4 Tidak tcpat_waJrtunya de,:!!lWl keburuhan pelani 

- - -

--11 
- , 

---
BANTUAN SOSlAL PERTANIAN 

---- ._ ..~.- -. 
,8 , 

1 Sesuai 
2 Tidak Scsuai I 
3 p~tani dapat mi!'.ll1ihh waklu belanJa se~~ ~I~lanam 

- _. -"-- ..

- - f-
_~ !Celani yang m~~canaJcan - - . - . - -

- --- --- -- - - - f--. 
4 Mana yang Lebih Dlsukal 

- - - ---- -..4 KONTRAKTUAL 
-J Barangnya sudah pasli 

-
- -- ~.2 Mudah mendistribusl kan kepada an~lJla - - - -

2Iidak repo! b~lanja -
1--
_~aJcada godaan uanl\.... - - . - -- -- - -_. 
B BANTUAN SOSlAL PERTANIAN 

-I- -

--f--
II I I 

-
l Jelas Penggunaannya -- --
2 Dapat Dibelanjakan Saat Diburuhkan 

- -

- ---
3 Jenis Barangnya Je1as 
4 Kalau ada barang yang murah dapat dibelikan lebih banyaJc 

~.: 
.1 

-
5 Disesuaikan dengan kebutuhan petani._ ._. -~ 

6 MelibatJcan pelani dalam pekerjaan I ,I 

7 Mudall pemanfaamnnya --
POle1lS1 Penyimp;~-gan 

-- I - - --- - ---- - - -S 
KONTllAKnJAL 

- - - - , 
I -A 

- ~ c - - ,-
__I Petan! tidak memperhalikanjumla!0enis b~~!!ilerima I 

2 jib diu3Jlgkoo tellnlal stlislh a(][~r~....Iljlai ~1JaW1 dg kcn)'\I~n samgalJ(mh , If - I - . ----
~Kontrllklorli~ prof~oMI dan ~d_eraja!jj~ I - ~._-4 Mengurangi speslfikasi leknis - - - - -

5 Baran~ kurang dari keburuhan I r 

/'.J.... 
-...J 
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---

--

- - ---- ----
-- - ---

---
-- ---

--
--

---

----
--- ---

---

No Pertan"aan 
KKT 14 

3 Tentsng Kesesuaian Kebutuhan 
A KONTRA,J(TUAL --,_._,,~ 

1 SesuaJ -,,- f--, 
2 Kadan.g sesuai 

~
 

3 Tidak Sesuai
 
_. 

-
4 Tidak lep~t wll1<t!J!1ys dengan kebutuhsn petani __ 

--~- ----,'" 

B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN 
1 Sesuai - - ,-""21Tdak Sesuai i 
3 Petani dapst memilih waktu belanja sesuai wakru taIl&m_ - -
4 Petani yanS merencanakaJI 

-
4 ~ana yang Lebih Disukai 

A KONTRAKTUAl. .- ,. 

1-- J Barangnya sudah past; 
-

2 Mudah me1'\Ws~b~ikankepada ang&OlS 
-

'J Ti~~ rcpot belsnj~ -
4 Tidak ada godaao usng,

'
- 1--------

B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN 
- -

J Jelas PenggUIJaannya 
--~ 

f-- 
2 Dapat Dibelanjakan Saat Dibutuhkan ___ 

- - ~ --' '1-
3 Jert1s Barangnya Je!as

1---
4 Kalau ada barang yang murah dapal dibelikan Icbib banyak,-- --5 Disesuaikan dengan kebutuhan petani
 
6 Melibatkan petani dalam pekerjaan
 
7 Mudl!hpemanfaatannya
 -

-
~ Pottns! 'Penyimpangan --= -A KONTRAxTUAL 

__I. I'etani tidal< memperhmiklUljlUnJ~-i?~is_bar~g diterima
 
2 jib diu~n,*an ter!Lhl!!..~!l.:=ih sntara nilai pkerjaan dg kenyataan sangst jauh
 - .-
3 Kontrsktox tidak profesional dan ciders janji 

_ .... 4 Mengurw:!..~"sifikasi lelmi~ 

5 Barang kurang dan kebutuhan 

Kode Responden Penilaian 
KKT I!I KKT 16 KKTI7 KKT 18 I KKT 19 KKT20 Jumlab % % 

- - -- -----
I 

~ 
.. -

7 35,00 

I' I --
9 45~ ---

I 4 20.00 ---
I 6 30,00 

- --' _.•.----
I I I I 

20 ~OO -
I I 

~ 

I 4 20,00-
1 5,00- -- -

- ,-----10- -

- - - - - ---
I-

4 20,°2_- - -- -----
I I 5,00

- .- -
I I 5,00-, -- , 

-
- .. 

I 3 15,00- -
:2 10,00-

~ 
16 KO,DO 

l 
-, 

2 

2 

10,00 
, '30,00I 6 
,,- -

~ 
10,00 -

9 45,00 
4 20,00 '-- --- -----~ 

4 20,00
-

- -

- -1------ - -
- , , - ---- - -

2 10 15,00 _- - ----
2 .- -0-----,10 
3------- --I 4 20 _,- I-
3 15 

N 
l--' 
00 
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B BANTVAN SOSlAL PERTAN-=-='JA_N _ 
I PPL yang membelikan barang 

Pertllo)'sanNo 

71~ Pembelaojun llallsoslan 
I--_~ I picairkan bersama PPL 

2 Kerua belanja, dib~kan OOlam ~enl~ barang kepada an~~a 

.~~L yaJl~ membeianjak~anoc-__ 
4 Belanja Sendirijidampinlri PPL 

-..f 5 sesuai RUKK 

_ ..~m!.ngldnso Men~~b~.~ 8arsng_ 
A KONTRAKTUAL _ 

I Tidak Bisa'--'-'----

8lP,elanl Meo~mbil Keunlangan dari Bansosta_n _ 
I Tidak----

1 An 

B BANTUA!N SOSJAL PERTANJAN ,--- --- --
I Menguban RUKK 
2 Musyawarah 

____2_Dibagi.C1lta un~semua anggOla meskipun tiOOk lercantum sebagai penerirna 

§§iPetani tidak tahu hams belanjs di m~_na _ 
, 4 Tidak dibelanjakan sesuai..:.Rc:..::UKK.,-__, _ 

5 On-gleos angkut tidal< ada,sehingga mengurangi jumi;m barang 
. Petanj yang malas, pekerjil8llnya tidak sel~j 

7 Hasil ~keljaan lidak sesuai ~canaan. karena petani kuranSocLpah_am _ 
,& Adanya kecuri~ anggota, kema mengambil keuntll!!i!8D oriblldJ 
9 Pelani tiOOk memabami teknis__-,..._ 

_ • 10 oinaS memaksakan_':!le~li blIrangdi tempat"k;nenm 
I I PPL menyusunkan RUKK 
12 Ada komi~i unluk aparst dcssyang memb~l re~omendas.i _ 

N 
i-> 
l.D 
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---

--

--

--

--I 

Penilaian 
KKT 14 KKT 15 KKT20 Jumlah .j. °jo 

5 25,00 21,67- ~ 

15,00'3 . -
J 15,00; 

16 80,00 

I I' J I 3 15,00-
I , I, 3 15,00 

- --
I, 5 25.00- -.. 2 ~- 1--- - -

6 30,00'-
~ 

f  -

- . 
_____1 
- J 15.00 

: - - _. 

T 5,00- - - - -
- = -. -  - - - --
-- OL_ 0 - . - -

~ - -- - -
19 95,00 

~ -'. -
- - -

--+-~ 
I - -

19 95,00 
I 5,00 

19 95,00 
3 15,00 

3' 15.00 
61 30,00 -

TI 55,00 
I I -t I 

-
--..- -- - - - -

I I - - -20; 100.00 
-

5,001 

No 

r--

Pertanyaan 

B BANTUAN SOSlAL PERTANlAN 
I PPL yang membelikan barang _._
2 Dibagi rata untuk semua angg,?tl!:,_ meskipun tic!aJ:;..tercllDtUID sebagai penerima 
J Petani tidak tabu hams belanj a di mana 
4 Tidak dibelanjakan seSl:Iai RUKK 
S Ongkos angkut tidak ada, sehinAAa mengurangi jumJah barllJlg 

! 
-f 

-

I 

-

-
8 

-

6 Petani yang mal as, pekerjaannya tidak selesai 
7 Hasil pekeljaan lidak sesuai perencanllan, karena petani kurang pallSJn 
8 Adanys kecurigaan anggoUl, kerua mengambill::euntungan pribadi 
9 ~ian; t;dak~memahami tcknis-
10 Dinas m~maksakan membeli!?arang di tempat tenentu-
1I PPL menyusunkan RUKK 
12 Ada komisi untuk aparlll desll yang membual rekomendasi 

6 Ke"!.u!'gkiDaD Mengubah Bara~ 

A KONTRAKTUAL:=] iTidak Bisa 
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~ 
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LAMPIRAN 6 
HASIL WAWANCARA 

Dengan PPK 

No Responden Jawaban 
I Pertanyaan : Mengenai tahapan proses Bantuan Sosial Pertanian 

PPK-l Tahapan yang dibutuhkan dalarn penyaluran bantuan menggunakan Bansos Pertanian adalah : Adanya (I) usulan dari petani. 
Melakukan (2) verifikasi terhadap proposal yang masuk. (3) Diajukan ke provinsi. Karena di petemakan merupakan Satker 
Tugas Pembantuan di tingkat provinsi, maka proposal yang lolos verifikasi diajukan ke provinsi. Setelah provinsi menyetujui 
proposal yang dikirimkan, Tim dari Provinsi dan Kabupaten (4) melakukan CPCL untuk mengukur kelayakan kelompok tani 
dalam menerima bantuan. Jika telah dinyatakan layak oleh Tim CPCL, maka kelompok tani calon tadi diminta (5) buka 
rekening penampungan di bank pemerintah yang ditunjuk. Pembukaan rekening ini dilakukan lebih dulu karena nomor 
rekening akan muncul dalarn SK. Setelah itu (6) diterbitkan SK dari KPA. Yang terakhir dilakukan (7) penandatanganan 
peIjanjian antara PPK dengan ketua kelompok. Setelah itu selesai, kelompok tani dibantu Tim Teknis [I] menyusun RUKK, 
baru dana dicairkan. [2] Pencairan dua tahap, tapi tergantung jumlah dan jenis pekeIjaannya. Saya biasanya 2 tahap selesai. 
Setelah selesai semua ya, mereka harus buat {I} laporan. 

PPK-2 Seingat saya ada 6 tahapan, yaitu : Tentu adanya (I) usulan dari petani, (2) Dilakukan sosialisasi. Ini dilakukan untuk 
menyamakan persepsi, (3) Dilakukan CPCL. Baru mereka (4) membuat rekening di bank pemerintah. Bank pemerintah ini 
yang menentukan adalah Kementerian Keuangan, karena katanya ditentukan lewat tender. Kalau banknya salah, biasanya 
lama dananya banI cair, karena kliring dulu. Setelah itu baru Kepala Dinas sebagai PA (5) menerbitkan SK penetapan 
kelompok penerima. Terakbir, ya (6) peIjanjian ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani sarna PPK. Gitu aja. Tidak 
berbelit-belit. Lalu petani [I] menyusun RUKK sebagai rencana yang akan dilakukan, lalu [2] pencairan tahap I dan [3] 
pencairan tahap 2. Terakhir, petani bikin {I } laporan. 

PPK-3 Ada 5 tahapan. Pertama ya (I) usulan dulu dari petani, sebab kalau tidak ada usulan kan namanya mengada-ada. Kedua (2) 
CPCL. Ketiga, mereka yang lolos CPCL disuruh (3) membuat rekening penampungan di bank. Nomor rekening ini penting 
sebagai bahan menyusun SK KPA:. Kalau itu semua sudah selesai, (4) SK dari KPA bisa terbit. Setelah SK diterbitkan, 

r-.J 
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_.. 
proses diambil alih kembali oleh PPK. (5) PPK mengadakan perjanjian dengan kelompok tani. Dalam perjanjian itu 
disebutkan dia hams melakukan apa, berapa bantuannya dan bagaimana pelaksanaannya. ltu saja. (Waktu) pelaksanaan pada 
Bantuan Sosial Pertanian sudah dimulai saat penandatanganan perjanjian antara Kelompok Tani dengan PPK sampai 
pekerjaan selesai. Jadi beberapa kali pencairan, biasanya sampai 3 kali, sampai penyelesaian tiap tahap (pekerjaan), masuk 
dalam (periode) pelaksanaan pekerjaan. 

PPK-4 Tahapannya antara lain : pertama akan (I) dilakukan CPCL, kedua harus (2) buat rekening di bank milik pemerintah, 
selanjutnya (3) diterbitkannya SK dari Kepala Dinas. lni agak beda lho dengan prosedur yang biasanya dilakukan di 
hortikultura atau PLA. Tanaman pangan tidak perlu usulan. Pokoknya petani punya sawah dan terdaftar di Kelompok Tani, 
mereka akan dijaring dalam Bansos SLPTT (padi). Malah makin banyak yang usul makin bagus. Sebagai bahan 
pertanggungjawaban penggunaan uang, petani hams [1] menyusun RUKK. Lalu dana bisa cairo [2] Pencairan juga dilakukan 
cuman sekali, biasanya dikumpulkan di rekening Gapoktan, karena memang uangnya kecil-kecil. 

PPK-5 Tahapannya adalah (l) diusulkan dulu oleh petaninya, melalui Kelompok Tani. Mereka harns membuat proposal, sehingga 
jelas bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam mengajukan bantuan. Proposal ini biasanya banyak, masuk dari mana-mana. 
Proposal-proposal ini lalu (2) diverifikasi, mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak. Setelah didapat proposal yang 
memenuhi syarat. Lalu kita bersama tim provinsi (3) melakukan CPCL. Kalau sudak ok, mereka diminta (4) rekening 
kelompok. KPA di provinsi lalu (5) menerbitkan SK dan ditindaklanjuti (6) pembuatan perjanjian antara PPK dengan 
kelompok tani. Setelah perjanjian, [1] dibuatlah RUKK. lni menjadi dasar pencairan dana. Dana dicairkan 2 kali. [2] 
Pencairan pertama sebagai uang muka, [2] pencairan kedua untuk melunasi pembayaran. 

2 Pertanyaan : Kapan proses Bantuan Sosial Pertanian dimulai tiap tahun 
PPK-I Kami ini memulai sejak akhir tahun sebelum anggaran turun. Karena prosesnya memang panjang
 
PPK-2
 Bulan Maret biasanya sudah dimulai. Tapi tergantung kesiapan petani. Kadang-kadang sampai Mei, Juni juga barn mulai 
PPK-3 Bulan April
 
PPK-4
 Tergantung musim tanam. Di Sebatik dan Nunukan biasanya bulan Juni-Juli. Di daratan (Kecamatan Sebuku, Sembakung, 

Lumbis) biasanya Mei sudah mulai. 
PPK-5 Awal-awal, biasanya Maret-April 

3 Pertanyaan : Alasan menggunakan Bantuan Sosial Pertanian untuk penyaluran bantuan kepada petani
 
PPK-l
 Bansos (pertanian) sangat baik untuk penyaluran bantuan untuk petani. Bisa disesuaikan dengan kapan petani butuh dan siap. 

Kalau kontraktual, kan petani pasif. Kalau Bansos (pertanian) petani yang aktif, karena (1) mereka yang belanja sendiri. (2) 

tv 
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Lebih efisien, (3) tidak perlu lelang. Lelang ini kadang-kadang perusahaannya nggak benar. (4) Pelaksanaannya cepat, asal 
sudah masuk rekening uangnya, cepat bisa belanja, cepat dapat sapinya (di petemakan). Yang pasti uangnya utuh di tangan 
petani. (5) Tidak ada keootungan ootuk kontraktor. Oi bidang saya (petemakan) ini memudahkan kami mengontrol 
pelaksanaan pekeIjaan. (6) Pengawasaniadi mudah. Petani betul-betul terikat dengan kim, karena seiak awal sudah kita bina. 

PPK-2 Saya kira alasan utamanya adalah (1) aturannya mengharuskan demikian, di samping memang (Bantuan Sosial Pertanian) ini 
lebih (2) fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan, (3) bantuannya dapat disesuaikan dengan musim tanam, (4) pelaksanaannya 
cepat, karena (5) petani belanja sendiri, (6) tidak perlu membagi keootungan dengan kontraktor dan (7) tidak ada pajak yang 
dibayar. Oananya utuh ootuk petani. 

PPK-3 Cara ini (Bantuan Sosial Pertarrian) memang yang paling tepat digunakan, karena (1) bantuan dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan petani. Kapan (2) musim tanam tiba, saat itulah bantuan dapat disediakan. (3) Batas akhir pelaksanaan 
pekerjaannya juga tidak kaku, dapat melewati tahoo anggaran, (4) lebih fleksibel dalam pemanfaatan dana. (5) Aturan 
memang menghamskan menggunakan Bantuan Sosial (pertanian) ini . 

... 

PPK-4 Ya, (1) aturan memoogkinkan metode ini dipakai. Tapi memang Bansos (pertanian) seperti ini bagus, karena (2) 
mengakomodasi kebutuhan riil petani, misalnya (3) dapat disesuaikan dengan kapan dia tanam dan bagusnya (4) tidak ada 
keuntungan yang jatuh ke pihak ketiga. 

PPK-5 Sistem ini lebih mengarah kepada (l) pemberdayaan masyarakat dan (2) sangat efektif dipakai ootuk bantuan yang bersifat 
langsoog. Apalagi (3) tidak ada pajak dan tidak pakai kontraktor, sehingga (4) tidak ada dana yang jatuh pada pihak lain 
selain petani sendiri. (5) Aturannya memang seperti itu, hams, tidak boleh kontraktual. 

Pertanyaan : Mengenai kebutuhan waktu (hari) masing-masing tahapan Bantuan Sosial Pertanian
 
PPK-l
 '(1) Sebelwn penyaluran bisa sampai 2 bulan. (2) Pelaksanaannya lama, bisa sampai 8 bulan, tergantung pekerjaannya. (3) 

Setelah pekeriaan selesai, ya sudah, karena uang kan sudah dicairkan di depan. 
PPK-2 Sekitar (1) I - 2 bulan persiapan. Kalau kami biasanya (2) 6 bulan selesai.
 
PPK-3
 '(1) Persiapan perlu waktu sampai 1,5 bulan. Kalau pelaksanaan tergantoog. (2) Kalau fisik sekitar 4 - 6 bulan, kalau 

budidaya, misalnya penanaman padi atau buah-buahan bisa sampai 7 - 9 bulan. Kalau cetak sawah lebih lagi 
PPK-4 '(1) Pra penyaluran antara I - 2 bulan, sedangkan (2) pelaksanaan sekitar 5 - 6 bulan. Pasca penyaluran setahu saya tidak 

ada. Biasanya kalau kontraktual kan pembayaran. Oi Bansos (pertanian) kan dibayar duluan. 
PPK-5 '(1) Persiapan memerlukan waktu antara sebulan dua bulan, (2) pelaksanaannya bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, tergantung 

kebutuhan. Setelah itu, tinggallaporan, (3) tidak ada batasan kapan harns selesai. 

N 
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Pertanyaan : Mengenai komponen pembentuk harga dalarn Bantuan Sosial Pertaruan
 
PPK-I
 

5 
Tidak ada lain-lain, kecuali berapa (I) harganya beli dan (2) ongkos angkutnya. 

PPK-2 Pembentuk harga, ya (1) harga barang pembelian dan (2) biaya transport saia.
 
PPK-3
 Tidak ada, utuh. Yang kami ketjakan semuanya ada rekeningnya, termasuk biaya angkut. (1) Hanya harga dasar. 
PPK-4 '(1) Harga dasar dan (2) ongkos transport.
 
PPK-5
 '(1) Harga pembelian dan (2) biaya transport. 

6 Pertanyaan : Pihak-pihak yang terlibat dalarn Bantuan Sosial Pertanian
 
PPK-I
 Hanya (1) Satker dan (2) Kelompok Tani. Tidak ada pihak ketiga.
 
PPK-2
 Tidak ada pihak ketiga. (1) Dinas dan (2) petani.
 
PPK-3
 '(1) Dinas dan (2) petani.
 
PPK-4
 '(1) Kelompok Tani langsung berhubungan dengan (2) Dinas.
 
PPK-5
 '(1) Petani dan (2) Dinas, langsung. 

7 Pertanyaan : Keterlibatan petani dalam Bantuan Sosial Pertanian
 
PPK-l
 Semua petani yang mengeIjakan, (1) merencanakan, (2) pembe1ian bahan dan (3) pelaksanaannya. Dinas hanya membantu 

lewat Tim Teknis. 
PPK-2 Petani sendiri yang melakukan (1) perencanaan, melakukan (2) pengadaan barang atau jasa dan mereka yang (3) 

melaksanakan pekerjaan. Kita menjadi fasilitator. 
PPK-3 Semua dilaksanakan oleh petani, baik (1) perencanaan, mau beli apa dan sebagainya, merekajuga (2) membeli barang-barang 

yang diperlukan dan (3) pelaksanaan pekerjaanjuga mereka yang melaksanakan. 
PPK-4 Baik (1) perencanaan, (2) pelaksanaan dan (3) pengadaan barang dilaksanakan langsung oleh Kelompok Tani. Petani 

(penerima bantuan) membelanjakan sendiri dana yang disiapkan pemberi bantuan untuk keperluan yang telah disepakati oleh 
pemberi dan penerima bantuan dalarn perjanjian dengan koridor yang ditetapkan oleh pemberi bantuan. Ini semacam 
bantuan langsung yang direncanakan. 

PPK-5 Kelompok Tani terlibat dalarn semua hal, mereka mengerjakan (1) perencanaan dalarn bentuk RUKK, melakukan (2) 
pengadaan barang dan (3) pelaksanaannya secara mandiri. Kita memang bentuk Tim Teknis. Mereka ini yang membantu 
petani, di samping PPL setempat. 
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Pertanyaan : Apakah petani dapat mengusulkan perubahan padajenis danjumlah barang yang diterima
 
PPK-l
 

8 
'(1) Bisa. Kalau mereka merasa RUKK harus diubah, ya diubah. Asal sepengetahuan kami dan mereka telah 
memusyawarahkannya bersama PPL. Barang biasanya kan saprodi, misalnya pupuk, pestisida, bibit. Sepesifikasi (2) barang 
tidak bisa diubah, tapi jenis boleh. 

PPK~2 '(1) Bisa. lnilah kelebihan Bantuan Sosial di pertanian dengan kontraktual. Petani boleh mengusulkan perubahan. 
PPK-3 Ini kelebihan Bansos (pertanian). Petani (I) dapat mengubah barang yang dibeli, jadi tepat sasaran. Petani yang menentukan 

kapan harus belanja. Jika belum masuk musim tanam, uang yang sudah masuk dalam rekening kelompok, tidak boleh 
dicairkan. Pada saat dibutuhkan, petani tinggal menghubungi PPL untuk memproses pencairan dana. ltu pun yang dicairkan 
hanya yang dibutuhkan saat itu. PPL akan mendampingi petani membelanjakan barang sesuai RUKK. 

PPK-4 '(1) Bisa. Sangat boleh, sepanjang itu memang riil keperluan mereka. Pembelanjaan bisa diubah, tetapi tidak bisa semaunya. 
Maksudnya pembelanjaan hanya bisa dilakukan menurut kriteria yang ditetapkan pemberi bantuan. Oi luar itu, ya ... , tidak 
boleh. 

PPK-5 '(1) Boleh. Petani memang diberi keleluasaan menentukan. Kalau ternyata barang yang direncanakan tidak sesuai dengan 
kebutuhan, dapat diajukan perubahan RUKK. 

9 Pertanyaan : Mengenai peraturan yang mendasari Bantuan Sosial Pertaruan
 
PPK-I
 Ada (1) Permentan, (2) PerdiIjen. Ada juga acuan (3) Pedoman Umum dan kita buat (4) Petunjuk Teknis.
 
PPK-2
 Setahu saya (I) Pedum dan (2) Juknis.
 
PPK-3
 Oi PSP ini lengkap. Mulai (1) Permentan, (2) PerdiIjen, (3) Pedum, (4) Juklak dan yang dibuat oleh Tim Teknis namanya 

Juknis. 
PPK-4 Yangjelas (1) Permentan, lalu (2) Perdirjen, Ada buku (3) Pedoman Umum dan (4) Juknis yang dibuat oleh Tim teknis. 
PPK-5 '(1) Perrnentan, (2) Perdirjen, Buku (3) Pedum, (4) Juklak dan (5) Juknis. 

10 Pertanyaan : Mengenai potensi penyimpangan yang mungkin timbul dari proses pengadaan
 
PPK-I
 Biasanya kalau petaninya dalam satu kelompok banyak, sedangkan bantuan yang diberikan terbatas. Diam-diam dengan 

alasan pemerataan, mereka (I) bagi rata. Ini baik tapi memang tidak benar. 
PPK-2 Kadang-kadang memang (I) ada arahan. Misalnya kelompok A ini bisa difasilitasi dan sebagainya. Tapi biasanya bersifat 

himbauan. Kami berpegang pacta hasil CPCL. Kalau tidak lolos CPCL, meskipun diarahkan, ya kami tetap tidak berani. (2) 
Kekhawatiran dana disimpangkan ada, karena ini bantuan uang. Pasti khawatir juga. 

PPK-3 Yang pernah kami temukan, (1) petugas di tingkat bawah meminta fee atau uang bensin, kadang petugas di kelurahan juga 
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diberi fee oleh ketua kelompok untuk memperlancar katanya. Kalau di tingkat petani pernah terjadi, (2) harganya dimark up, 
karena membayar tukang atau bahan mahal, (3) volumenya dikurangi. Kami (4) mengkhawatirkan dana digunakan untuk 
keperluan yang tidak-tidak, makanya dana (5) disimpan di Dinas. 1ni untuk pengamanan, bukan dipakai oleh kami. 

PPK-4 Yang pernah ditemui paling (1) petugas minta ongkos bensin. Yang lain tidak pernah. 
PPK-5 Pekerjaan tidak sesuai (1) spek (spesifikasi telcrus) dengan berbagai alasan, karena (2) tidak ada waktu penyelesaian yang 

tegas, sering digunakan oleh petani untuk alasan (3) pekerjaan terlambat. Tapi biasanya bisa diatasi. 
11 Pertanyaan : Mana yang lebih disukai pola kontraktual atau Bantuan Sosial Pertanian dalam penyaluran bantuan kepada petani 

PPK-l Bantuan Sosial Pertanian. 
PPK-2 Lebih baik Bantuan Sosial (pertanian) 
PPK-3 Bansos (pertanian) lebih cocok. 
PPK-4 Tentu Bansos Pertanian yang lebih baik. Memberdayakan petani. 
PPK-5 Saya lebih suka Bantuan Sosial Pertanian. Kontraktual banyak kelemahannya. 
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LAMPIRAN7 

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DlNAS PERTANlAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NUNUKAN 
TAHUN 2008 - 2012 

Pagu Realisasi %Realisasi
Tahun OPA OIPAOIPA Jumlah Jumlah DPA Rata-rataOPA OIPA 

10.497.312.113,00 14.192.418.813,00 80,41 81,7113.054.813.920,20 4.315.083.950,00 17.369,897.870,20 3.695.106.700,00 85,632008 
---~. 

6.047.929,000,00 25.213.862.854,20 ' 13.809.704.552,00 5.3 85.088.53 5,00 19.194.793.087,00 72,0519.165,933.854,20 76.132009 


89,04 
-

10.692.955.022,00 6.500.068.105,00 1.419.449.365,00 7.919,517.470,00 70,74 74,069.188.330.022.00 1.504.625.000,00 94,342010 
80,0017.264.521,054,60 2,600.750.000,00 19.865.271.054,60 11399.485,873,00 2.493.278.500,00 

. -
15.892.764.373,00 77.61 95.872011 

- -
25.168,079.546,80 16.645.345.856,585.298,200.000,00 5.074.328.200,00 21.719.674.056,58 83,77 86,302012 19.869.879.546,80 95,77 
98.310.066.347,80 77,48 80,2878.543.478.397,80 19.766.587.950,00 60.851.916.499,58 18.067.251.300,00 78.919.167.799,58 91,40Jumlah 

Keterangan 
DPA ;Anggaran berasal dari APBD Kabupaten Nunukan, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 
DIPA :Anggaran berasaJ dari Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian untuk bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Petemakan, Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) 

serta Pengolahan dan Pemasaran Has iI Pertan ian (P PHP) 
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LAMPIRAN 8 
KEGlATAN BANTUAN KEPADA PETANI DlNAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NUNUKAN 

TAHUN ANGGARAN 2008 - 2012 

NO NAMA KEGIATAN TUN SUMBER ANGGARAN 
ANGGARAN KEGIATAN BANTUAN KEPADA PETANI 

METODE
PAGU REALISASI PAGU REALISASI 

1 Pendistribusian Temak Keoada Masvarakat 2008 I OAK LlOO. 000. 000 1.030.577.300 1.100.000.000 1.030.577.300 Kontraktual 
2 Pengembangan PerbenihanIPerbibitan 200& 2 OAK 1.470.824.000 1.280.467.700 617297.000 530.667.450 Kontraktual 
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianIPerkebunan Tenal Guna 200& 1 APBD Kab 358726.000 298.315.100 245.000.000 204.139.100 Kontraktual 
4 Pendistribusian Bibit Ternak Keoads Masvarakal 2008 2 APBD Kab 170.077.500 130.340.500 150.000.000 119.713.000 Kontraktual 
5 Pene.embanl!.lln Pertanian Pada Lahan Kering 2008 3 APBD Kab 493.497.000 390.95&.500 255.155.000 246.864.500 Kontraktual 

I.-_§ Tu~as Pembantuan Tanaman Pangsn 2008 I APBN 727.435.000 570.299.000 515.250.000 515.250.000 Bansos 
7 TUizas Pembanruan Penllelolaan Lahan dan All' 20082 APBN l 488.000.000 1.200,000.000 1.200.000.QOO 1.200.000.000 Bansos 
8 TUlI:as Pembantuan Pelemakan 20083 APBN 710.000.000 710,000.(100 679.500.000 679.500.000 Bansos 
9 TUl!;as Pembantuan Hortikultura 20084 APBN 264.000.000 224.400.000 209.400.000 209.400.000 Bansos 

_.JO P' PIIIlIIbi P~" MIIIu ProM P~erkeIlIIu 2009 3DAK 
II PenvedU~n Slirana Produksi PertamanlPerkebunan 2009 I APBD Proy 1.893.125.000 1.777.893.175 1.&09.201.000 1. 733.448.175 Kontraktual 
12 Penyedillan Sarana Produksi PertanianIPerkebunan (PenllentalO4n Kemiskinan) 2009 4 APBD Kab 2.498.876.205 1.452.730.560 2.325.271.205 2.318.042.560 Kontraktual 
13 Pemlemban2an Pertanian Pads Lahan Kerinll 2009 5 APBD Kab 509.248.600 424.436.700 210.919.600 194.720.900 KonlTakwaJ 

14 Peningkatan Produksl Produktivitas dan Mutu Produk PertanianlPerkebunln 2009 6 APBD Kab 402.195.600 367.422.319 139.613.600 134.763. 100 Kantraktual 
15 Pendistribusian Bibit Temak Kepada Masyarakat 2009 7 APBD Kab 500.000.000 496.459.350 454.500.000 453.138.000 Kantra ktua I 
16 Pendistribusian Bibit Temak Keoada Masvarakat 2009 8 APBD Kab 500.000.000 486.504.600 , 454.500.000 445.863.600 Kontraktual 
17 Penanganan Pascaoanen dan Pene:olaban Hasa Pertanian 2009 9 APBDKab._ 621.640.360 51&.3-81.215 473.350.000 427.482.000 Kontraktual--
18 Pen,gembanl!;an Intensifikasi Padi'Palawiia 2009 10 APBD Kab 836.322.600 734.156.300 558.803.600 554.317.900 Kontraktual 
19 Tue.as Pembantuan Penll.olahan dan Pemasaran Hasil PertaniaJJi 2009 5 APBN 600.000.000 557.224.366 280.000.000 256.289.000 Kontral..1ual 
20 Tuns Pembantuan Petemakan 2009 6 APBN 830.000.000 _. 816.174.300 550.000.000 550.000000 Bansos 
21 TUI~as Pembantuan HertikuJtura 2009 7 APBN 220.000.000 199.931.235 165.000.000 165.000.000 Banses 

Tugas Pembantuan Penll.elolaan Lahan dan Air 
-

22 2009 8 APBN 3.686.000.000 3.221.249.500 3.221.250.000 3.221.250.000 Bansos-
23 TUl!as Pembantuan Tanaman Pangan 2009 9 APBN 1.311.929.000 1.147.733.500 1.147.733.500 1.147.733.500 Bansos 
24 dID Peaui .... Po"" 2010 ' APBDPnw I 

25 Pen2emballlaln Bibil UnJOOll Pertanian 2010 ) APBD Proy 500.000.000 459.337.675 420.060.000 381.545.675 Kontnl.1i:1UIl1 
26 Penl/;emballlaln PerbenihanIPerbibillln 2010 11 APBD Kab 226.000.000 210.236.808 27.160.000 23.765.000 Kontraktual 
27 Penilllkatan Produks~ ProduktivitlU dan Mutu Produk PertanianlPerkebunlltl 2010 4 OAK 2.000.000.000 Bo6.739.ooo 817.530.680 806.739.000 Kontraktual 

Pendistrmusian Bibil Tema.k Keoadll MaiiV1lrakal (Subsiii) 
-

28 2010 ·1 APBD Prov 800.000.000 774.618.000 695.000.000 693.867.500 KOlltraktual 
29 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 2010 ~ APBD Prey 200.000.000 181.Q46.870 1.56.45 1.250 147.228120 Kontraktual 
30 Pene:embanll.8n Intensifikasi PadVPalawiD 2010 (, APBD Proy 286.243.000 276.309.400 133815.000 130.003.000 Konrraktual 
31 Penilllkatan Produksi. Produktivitas dan Mutu Pcoduk PertanianIPerk.ebllIlll.O 2010 13 APBD IUIb 230.716.000 218.079.100 90.000.000 87.550.000 KonlTaktual 
32 TU2as Pembantuan HortikuJrura 2010 10 APBN 305.000.000 293.868.850 86.000.000 '86..000.000 Bansos 
33 TURas Pembanluan PeOi~elolaan Lahan dan Air 2010 II APBN 730.000.000 729860.000 71Q.000.OOO 710.000.000 Banses 
34 TU2as Pembanruan Tanaman Pan2an 2010 12 APBN 469.625.000 395.720.515 305.000.000 305.000.000 Bansos 
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NO NAMA KEGlATAN TUN SUMBERANGGARAN 
ANGGARAN KEGIATAN BANTUAN KEPADA PETANI 

METODE
PAGU REALISASI PAGU REALISASI 

35 Penyuluhan dan Pendampingan Petaru dan Pelaku Agribi~nis. 2011 7APBD Proy 932.443.350 712.191.763 850.865.000 636.399.478 Kontraktual .._--
36 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 2011 14 APBDKab 204.810.000 162.630.000 78.736.000 68.398.000 Kontraktual-_. 
37 Pengembangan Horti kultura 2011 8 APBD Proy 750.000.000 531.163.220 628.230.000 472.725.470 Kontraktual 
38 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertania,vPerkebunan Tepat Guna 2011 5 DAK 2.616.600.000 2.157.042.600 

_.. -
2.297.979.300 2.448.000.000 Kontraktual 

39 Pengembangan PerbenihanlPerbibitan 20ll 15 APBDKab 365.978.000 258.151.850 123.450.000 103.694.000 Kontraktual 
- -------= =- . - -

40 Penyediaan Alat Mesi nPertanian 2011 i) APBD Pro:v 666.000.000 557.1180.000 561.924.000 502562.500 Kontraktual 
-

41 '~~Te~K~MIIyarabl 20U 16 APBOKab 
42 Saprodi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Padi 2011 1I1 APBD Proy 700.000.000 568.819.950 661.375.000 531.080.350 Kontraktual 
- -_. -- - -
43 PengemlJa¥.n Intensifikasi PadVPaJaw:ija 2011 17 APBDKab 782.678.000 531.389.750 588.175.000 367.153.125 Kontraktual._ -- -.- - - - -
44 ~en~k~ Pr~uksi, Produktivitas dan Mutu Produk PertanianlPerkebunan 2011 1& APBDKab 1.070.700.348 &53.079.900 &28.206.848 649j20.000 Kontraktual 

-
45 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 2011 19 APBDKab 576.900.000 434.971.750 319.012.500 231.546.975 Kontraktual 

- -----=- = - - -+ - ----- -------- - - - - -
46 fenanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2011 20 APBDKab 326.996.750 153.024.000 108.500.000 87.582.000 Kontraktual 

-
47 Tugas Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air 2011 13 APBN 2.181.250.000 1.087.267.600 1.002.300.000 1.002.300.000 Bansos 

-- - -- -- - - _. - - - . --
48 Tugas Pembantu_an Tanaman Pangan 2011 14 APBN 419.500.000 386.690.000 332.790.000 332.790.000 Bansos 

- -
49 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 2012 21 APBDKab 881.492.000 827.064.725 367.000.000 341.814.000 Kontraktual_. 

- - - - -
50 Pengembangan PerbenihanIPerbibitan 2012 22 APBDKab 440.786.000 413. t83.400 341.050.000 325.080.800 Kontraktual ..._- _ .._------
51 Peningkatan Produksi, Produkiiyilas dan Mutu Produk PertanianIPerkebunan 2012 6 DAK 1.505.000.000 1.112.219.303 1.280.000.000 1.112.219303 Kontraktual 

- - --- _._--, ._"" .... - -----
52 Pendistribusian Bibit Temak Kepada Masyarakat (Subsidi) 2012 II APBDProv 1.000.000.000 973.826.040 819.020.000 814.604.800 KontraktuaJ 
53 Pengembangan Intensifikasi Padi/Palawija 2012 23 APBDKab - 937.950.500 _ 740.899.00Q., 476.140.000 ~ 386.428.500 Kontraktual 

~ - --- - -
54 Peningkatan Produksi, Produlctiyitas dan Mutu Produk PertanianlPerkebunan 2012 24 APBDKab 1.928.469.500 1.844.268.633 1.020.000.000 ' 970151.500 Kontraktual 
55 Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2012 25 APBDKab 594.891.250 474.224.366 346.800.000 344.804.400 Kontraktual 

- ----r -- , - - -" "---..---" . -
56 Tugas Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air 2012 15 ,APBN 2.534.700.000 2.412.727.500 2.320.000.000 2.320.000.000 Bansos 

~ -- -
57 l'u.~P~~lual1 Tanaman Pan~ 2012 16 ,APBN 653.500,000 560.840.700 358.900,000 

1_ 358,900.000 Bansos - ~ - - -
58 Tugas Pembantuan Hortikultura 2012 17 APBN 2.110.000.000 2.100.760.000 1.680.000.000 1.680.000.000 Bansos 

Jumlah 5I.I20.126.563 43.376.724.188 37.743.295.783 35.506.756.181 
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